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Abstrak 
Perdebatan mengenai efisiensi anggaran sering disederhanakan menjadi pertanyaan mengenai seberapa besar 

belanja dapat dipotong. Padahal, kualitas pengelolaan keuangan negara tidak ditentukan oleh kecilnya 

pengeluaran, melainkan oleh kemampuan mengubah sumber daya publik menjadi pelayanan, perlindungan, 

infrastruktur, produktivitas, keadilan, dan ketahanan. Artikel ini menganalisis perbedaan antara efisiensi 

anggaran yang sesungguhnya dan penghematan semu. Efisiensi sejati terjadi ketika pemerintah mengurangi 

pemborosan, menyederhanakan proses, memperbaiki pengadaan, mengintegrasikan data, menghapus 

duplikasi, menata subsidi, meningkatkan ketepatan sasaran, serta mempertahankan atau memperbesar hasil 

pembangunan. Penghematan semu terjadi ketika pemotongan hanya menggeser biaya ke tahun berikutnya, 

mengurangi pemeliharaan, menunda pembayaran, melemahkan kapasitas birokrasi, memindahkan kewajiban 

kepada pemerintah daerah, rumah tangga, pekerja, atau badan usaha milik negara, serta menurunkan mutu 

pelayanan. Artikel menempatkan kualitas belanja dalam kerangka ekonomi publik, ekonomi politik 

anggaran, manajemen kinerja, value for money, public expenditure review, spending review, penganggaran 

berbasis hasil, dan keadilan antargenerasi. Pembahasan mencakup belanja pegawai, perjalanan dinas, barang 

dan jasa, subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, digitalisasi, pengadaan, 

transfer ke daerah, BUMN, serta pembiayaan program prioritas. Artikel juga menilai risiko pemotongan 

menyeluruh, penyerapan akhir tahun, target efisiensi nominal, dan penggunaan indikator yang hanya 

mengukur kepatuhan administratif. Dalam konteks APBN 2026, pemerintah menekankan realokasi menuju 

belanja produktif, percepatan realisasi, dan disiplin fiskal. Namun klaim efisiensi perlu diuji melalui 

outcome, biaya siklus hidup, distribusi manfaat, ketahanan layanan, dan transparansi. Artikel mengusulkan 

kerangka tujuh ujian kualitas belanja: relevansi, additionality, ekonomi, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan 

keberlanjutan. Reformasi yang disarankan mencakup inventaris program, spending review rutin, penguatan 

evaluasi, pengadaan terbuka, asset management, penganggaran multi-tahun, pengukuran outcome, 

keterbukaan tax expenditure, dan penguatan kapasitas DPR serta pemerintah daerah. Kesimpulan utama 

adalah bahwa negara yang hemat belum tentu efisien; negara yang efisien adalah negara yang mampu 

membelanjakan secara tepat, belajar dari hasil, dan berani menghentikan program yang tidak lagi bernilai. 

Kata Kunci 
efisiensi anggaran; kualitas belanja; penghematan semu; APBN; value for money; spending review; 

penganggaran berbasis hasil; pengadaan publik; ruang fiskal; Indonesia 

Ringkasan Eksekutif 
Efisiensi anggaran bukan identik dengan pemotongan. Efisiensi adalah hubungan antara input dan hasil. 

Belanja dapat menurun tetapi tidak efisien apabila layanan memburuk, aset rusak, pembayaran tertunda, atau 

biaya dipindahkan kepada masyarakat. 

Penghematan semu muncul ketika pengurangan angka tahun berjalan menghasilkan kewajiban tersembunyi. 

Pemotongan pemeliharaan jalan, peralatan kesehatan, sistem digital, dan gedung sering terlihat hemat 

sekarang tetapi meningkatkan biaya rehabilitasi serta gangguan layanan. 
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Belanja negara harus dinilai melalui economy, efficiency, effectiveness, equity, dan sustainability. Harga 

murah adalah satu unsur, bukan ukuran tunggal. Barang murah yang cepat rusak atau proyek murah yang 

tidak digunakan adalah pemborosan. 

Efisiensi horizontal memangkas jenis belanja yang sama di semua instansi. Pendekatan ini mudah dan cepat, 

tetapi tidak membedakan program penting, unit efisien, wilayah mahal, dan kegiatan yang sudah rendah. 

Spending review yang terarah lebih baik. 

Penyerapan anggaran bukan outcome. Realisasi tinggi dapat disertai mutu rendah, sedangkan realisasi rendah 

dapat menandakan desain buruk, hambatan pengadaan, atau penghematan. Sistem perlu membaca penyebab 

dan manfaat. 

APBN 2026 menekankan realokasi menuju pos produktif dan pola belanja yang lebih cepat. Pada Semester 

I 2026, belanja negara terealisasi Rp1.656,0 triliun atau 43,1 persen dari target, tumbuh 17,8 persen secara 

tahunan. Angka ini menunjukkan aktivitas fiskal, tetapi kualitasnya tetap harus dinilai melalui hasil. 

World Bank Public Expenditure Review menekankan bahwa Indonesia memerlukan peningkatan efisiensi 

dan efektivitas belanja di dalam dan antar sektor, data yang lebih baik, serta penguatan hubungan antara 

input, layanan, dan outcome. Tantangan tersebut tetap relevan. 

Reformasi inti adalah memindahkan perhatian dari 'berapa yang dipotong' menuju 'apa yang berubah'. Setiap 

penghematan harus memiliki baseline, alasan, dampak layanan, biaya jangka panjang, pihak terdampak, dan 

penggunaan kembali ruang fiskal. 
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Daftar Pustaka 

1. Pendahuluan: Mengapa Efisiensi Sering Disalahartikan 
Efisiensi mudah dikomunikasikan melalui angka pengurangan. Dalam pembahasan 1. pendahuluan: mengapa 

efisiensi sering disalahartikan, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka 

menunjukkan sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, 
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apakah pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah 

tujuan, baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Manfaat dan kerugian pelayanan lebih sulit diukur. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda 

dari perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Tekanan fiskal mendorong pemotongan cepat. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. 

Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau 

tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah 

lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Efisiensi membutuhkan pembandingan input dan outcome. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan 

satu tahun dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, 

pencegahan, riset, pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung 

terlihat. Discount rate politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Penghematan harus diuji sepanjang waktu. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki 

kelompok kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas 

rendah lebih mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, 

konsultasi, dan alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

2. Konsep Kualitas Belanja Negara 
Kualitas belanja mencakup relevansi, komposisi, pelaksanaan, dan hasil. Dalam pembahasan 2. konsep 

kualitas belanja negara, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka 

menunjukkan sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, 

apakah pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah 

tujuan, baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Belanja harus selaras dengan prioritas pembangunan. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda 

dari perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Alokasi yang besar tidak menjamin manfaat. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. 

Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau 

tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah 

lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Institusi serta data menentukan kualitas. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 
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Distribusi manfaat merupakan bagian penilaian. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki 

kelompok kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas 

rendah lebih mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, 

konsultasi, dan alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

Dimensi Pertanyaan Evaluasi Contoh Indikator 

Relevansi Apakah masalah dan penerima jelas? Need, baseline, coverage 

Ekonomi Apakah input diperoleh dengan harga 

wajar? 
Unit price, benchmark 

Efisiensi Apakah output dihasilkan dengan 

sumber daya minimum? 
Unit cost, waktu 

Efektivitas Apakah outcome tercapai? Perubahan hasil 

Keadilan Siapa memperoleh dan menanggung? Incidence, wilayah 

Keberlanjutan Apakah biaya masa depan terkendali? O&M, kewajiban 

 

3. Efisiensi, Efektivitas, Ekonomi, dan Value for Money 
Economy menilai harga input. Dalam pembahasan 3. efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan value for money, 

titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan sumber daya yang 

dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah pelayanan tersedia tepat 

waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, baseline, penerima, dan 

alternatif ditetapkan. 

Efficiency menilai hubungan input-output. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Effectiveness menilai tercapainya outcome. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. 

Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau 

tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah 

lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Equity menilai distribusi manfaat. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Sustainability menilai biaya serta daya tahan. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki 

kelompok kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas 

rendah lebih mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, 

konsultasi, dan alasan publik. 
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Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

Dimensi Pertanyaan Evaluasi Contoh Indikator 

Relevansi Apakah masalah dan penerima jelas? Need, baseline, coverage 

Ekonomi Apakah input diperoleh dengan harga 

wajar? 
Unit price, benchmark 

Efisiensi Apakah output dihasilkan dengan 

sumber daya minimum? 
Unit cost, waktu 

Efektivitas Apakah outcome tercapai? Perubahan hasil 

Keadilan Siapa memperoleh dan menanggung? Incidence, wilayah 

Keberlanjutan Apakah biaya masa depan terkendali? O&M, kewajiban 

 

4. Definisi dan Bentuk Penghematan Semu 
Penghematan semu menurunkan angka tanpa menurunkan biaya sosial. Dalam pembahasan 4. definisi dan 

bentuk penghematan semu, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka 

menunjukkan sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, 

apakah pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah 

tujuan, baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Biaya dapat dipindahkan antarwaktu. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Biaya dapat dipindahkan antarinstansi. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program 

dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga 

tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi 

masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Biaya dapat dipindahkan kepada warga. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Kualitas layanan dapat dikorbankan. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok 

kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 
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Dimensi Pertanyaan Evaluasi Contoh Indikator 

Relevansi Apakah masalah dan penerima jelas? Need, baseline, coverage 

Ekonomi Apakah input diperoleh dengan harga 

wajar? 
Unit price, benchmark 

Efisiensi Apakah output dihasilkan dengan 

sumber daya minimum? 
Unit cost, waktu 

Efektivitas Apakah outcome tercapai? Perubahan hasil 

Keadilan Siapa memperoleh dan menanggung? Incidence, wilayah 

Keberlanjutan Apakah biaya masa depan terkendali? O&M, kewajiban 

 

5. Ruang Fiskal dan Politik Pemotongan 
Ruang fiskal terbatas karena kewajiban dan prioritas. Dalam pembahasan 5. ruang fiskal dan politik 

pemotongan, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan 

sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah 

pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, 

baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Pemotongan menciptakan pemenang serta pihak yang menanggung. Pemerintah beroperasi dalam 

lingkungan yang berbeda dari perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, 

keadilan, pencegahan penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau 

biaya terendah tidak cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban 

konstitusional. 

Belanja terlihat lebih mudah dipotong daripada tax expenditure. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur 

kelembagaan. Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi 

buruk, atau tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya 

mengubah lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Program lama memiliki pendukung. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Keputusan efisiensi selalu politis. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok kuat 

sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 
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6. Anggaran Berbasis Kinerja dan Keterbatasannya 
Penganggaran kinerja menghubungkan dana dengan indikator. Dalam pembahasan 6. anggaran berbasis 

kinerja dan keterbatasannya, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka 

menunjukkan sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, 

apakah pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah 

tujuan, baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Output sering menggantikan outcome. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Indikator dapat digaming. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program dapat 

dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga tidak 

tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi masalah. 

Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Target tidak selalu mencerminkan kualitas. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun 

dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, 

riset, pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. 

Discount rate politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Evaluasi harus memengaruhi alokasi. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok 

kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

7. Penyerapan Anggaran versus Hasil Pembangunan 
Penyerapan mengukur penggunaan pagu. Dalam pembahasan 7. penyerapan anggaran versus hasil 

pembangunan, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan 

sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah 

pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, 

baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Realisasi tinggi belum menjamin hasil. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Belanja akhir tahun meningkatkan risiko mutu. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. 

Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau 

tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah 

lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 
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Realisasi rendah perlu diagnosis. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Waktu belanja memengaruhi dampak. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok 

kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

Dimensi Pertanyaan Evaluasi Contoh Indikator 

Relevansi Apakah masalah dan penerima jelas? Need, baseline, coverage 

Ekonomi Apakah input diperoleh dengan harga 

wajar? 
Unit price, benchmark 

Efisiensi Apakah output dihasilkan dengan 

sumber daya minimum? 
Unit cost, waktu 

Efektivitas Apakah outcome tercapai? Perubahan hasil 

Keadilan Siapa memperoleh dan menanggung? Incidence, wilayah 

Keberlanjutan Apakah biaya masa depan terkendali? O&M, kewajiban 

 

8. Spending Review dan Public Expenditure Review 
Spending review menilai relevansi dan efisiensi program. Dalam pembahasan 8. spending review dan public 

expenditure review, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan 

sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah 

pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, 

baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Review dapat tematik atau sektoral. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari perusahaan. 

Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan penyakit, 

perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak cukup. 

Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Public expenditure review melihat sistem dan hasil. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur 

kelembagaan. Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi 

buruk, atau tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya 

mengubah lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Data serta independensi penting. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 
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Hasil review perlu konsekuensi anggaran. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki 

kelompok kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas 

rendah lebih mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, 

konsultasi, dan alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

Dimensi Pertanyaan Evaluasi Contoh Indikator 

Relevansi Apakah masalah dan penerima jelas? Need, baseline, coverage 

Ekonomi Apakah input diperoleh dengan harga 

wajar? 
Unit price, benchmark 

Efisiensi Apakah output dihasilkan dengan 

sumber daya minimum? 
Unit cost, waktu 

Efektivitas Apakah outcome tercapai? Perubahan hasil 

Keadilan Siapa memperoleh dan menanggung? Incidence, wilayah 

Keberlanjutan Apakah biaya masa depan terkendali? O&M, kewajiban 

 

9. Belanja Pegawai dan Produktivitas Birokrasi 
Pegawai merupakan input pelayanan. Dalam pembahasan 9. belanja pegawai dan produktivitas birokrasi, 

titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan sumber daya yang 

dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah pelayanan tersedia tepat 

waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, baseline, penerima, dan 

alternatif ditetapkan. 

Jumlah bukan satu-satunya masalah. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari perusahaan. 

Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan penyakit, 

perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak cukup. 

Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Distribusi dan kompetensi menentukan. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program 

dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga 

tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi 

masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Digitalisasi dapat mengubah kebutuhan kerja. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun 

dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, 

riset, pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. 

Discount rate politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Pemotongan tanpa redesign menurunkan layanan. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki 

kelompok kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas 

rendah lebih mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, 

konsultasi, dan alasan publik. 
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Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

10. Perjalanan Dinas, Rapat, Seremonial, dan ATK 
Belanja administratif sering menjadi sasaran awal. Dalam pembahasan 10. perjalanan dinas, rapat, 

seremonial, dan atk, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan 

sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah 

pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, 

baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Sebagian dapat diganti teknologi. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari perusahaan. 

Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan penyakit, 

perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak cukup. 

Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Tidak semua perjalanan tidak produktif. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program 

dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga 

tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi 

masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Standard biaya dan approval membantu. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Efisiensi perlu menjaga fungsi pengawasan serta lapangan. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang 

memiliki kelompok kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah 

berkapasitas rendah lebih mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis 

distribusi, konsultasi, dan alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

11. Pengadaan Publik dan Biaya Siklus Hidup 
Harga tender bukan seluruh biaya. Dalam pembahasan 11. pengadaan publik dan biaya siklus hidup, titik 

awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan sumber daya yang 

dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah pelayanan tersedia tepat 

waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, baseline, penerima, dan 

alternatif ditetapkan. 

Kualitas, pemeliharaan, dan energi perlu dihitung. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda 

dari perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 



Efisiensi Anggaran atau Penghematan Semu? Menilai Kualitas Belanja Negara 
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia) 

 
 

 

Halaman 14 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Spesifikasi dapat menciptakan pemborosan. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. 

Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau 

tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah 

lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Open contracting meningkatkan transparansi. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun 

dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, 

riset, pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. 

Discount rate politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Vendor management menentukan hasil. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok 

kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

Dimensi Pertanyaan Evaluasi Contoh Indikator 

Relevansi Apakah masalah dan penerima jelas? Need, baseline, coverage 

Ekonomi Apakah input diperoleh dengan harga 

wajar? 
Unit price, benchmark 

Efisiensi Apakah output dihasilkan dengan 

sumber daya minimum? 
Unit cost, waktu 

Efektivitas Apakah outcome tercapai? Perubahan hasil 

Keadilan Siapa memperoleh dan menanggung? Incidence, wilayah 

Keberlanjutan Apakah biaya masa depan terkendali? O&M, kewajiban 

 

12. Pemeliharaan Aset dan Utang Infrastruktur 
Pemeliharaan sering dikorbankan karena kurang terlihat. Dalam pembahasan 12. pemeliharaan aset dan utang 

infrastruktur, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan 

sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah 

pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, 

baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Deferred maintenance adalah utang tersembunyi. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Aset baru memerlukan biaya operasi. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program 

dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga 
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tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi 

masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Asset register dan condition assessment penting. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun 

dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, 

riset, pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. 

Discount rate politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Lifecycle budgeting perlu diterapkan. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok 

kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

13. Subsidi, Bantuan Sosial, dan Ketepatan Sasaran 
Subsidi dapat regresif atau strategis. Dalam pembahasan 13. subsidi, bantuan sosial, dan ketepatan sasaran, 

titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan sumber daya yang 

dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah pelayanan tersedia tepat 

waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, baseline, penerima, dan 

alternatif ditetapkan. 

Bansos memiliki exclusion dan inclusion error. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Penghematan targeting dapat mengurangi hak. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. 

Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau 

tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah 

lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Data dan mekanisme banding diperlukan. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Reformasi harus menjaga transisi. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok kuat 

sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 
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14. Belanja Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran 
Persentase anggaran tidak menjamin mutu. Dalam pembahasan 14. belanja pendidikan dan kualitas 

pembelajaran, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan 

sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah 

pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, 

baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Belanja tersebar pada berbagai program. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Guru, kurikulum, fasilitas, dan tata kelola saling terkait. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur 

kelembagaan. Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi 

buruk, atau tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya 

mengubah lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Output fisik tidak sama dengan hasil belajar. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun 

dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, 

riset, pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. 

Discount rate politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Efisiensi perlu menjaga pemerataan. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok 

kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

15. Belanja Kesehatan dan Nilai bagi Pasien 
Kesehatan membutuhkan pencegahan dan kuratif. Dalam pembahasan 15. belanja kesehatan dan nilai bagi 

pasien, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan sumber 

daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah pelayanan 

tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, baseline, 

penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Teknologi mahal perlu assessment. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari perusahaan. 

Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan penyakit, 

perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak cukup. 

Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Fragmentasi pembiayaan menurunkan efisiensi. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. 

Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau 

tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah 

lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 
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Mutu dan keselamatan adalah hasil utama. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Penghematan obat atau tenaga dapat merugikan. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki 

kelompok kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas 

rendah lebih mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, 

konsultasi, dan alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

16. Infrastruktur, Proyek Strategis, dan Opportunity Cost 
Infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas. Dalam pembahasan 16. infrastruktur, proyek strategis, dan 

opportunity cost, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan 

sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah 

pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, 

baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Proyek besar memiliki biaya kesempatan tinggi. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Readiness dan demand perlu diuji. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program dapat 

dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga tidak 

tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi masalah. 

Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Biaya operasi sering diabaikan. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Stage-gate mengurangi risiko. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok kuat 

sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 
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17. Digitalisasi Pemerintah dan Pemborosan Teknologi 
Digitalisasi sering berubah menjadi pembelian aplikasi. Dalam pembahasan 17. digitalisasi pemerintah dan 

pemborosan teknologi, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka 

menunjukkan sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, 

apakah pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah 

tujuan, baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Sistem terpisah menciptakan duplikasi. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Vendor lock-in meningkatkan biaya. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program 

dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga 

tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi 

masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Data dan perubahan proses lebih penting. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Total cost of ownership harus dihitung. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok 

kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

18. Transfer ke Daerah dan Kualitas Belanja Lokal 
Transfer mendukung layanan serta pemerataan. Dalam pembahasan 18. transfer ke daerah dan kualitas 

belanja lokal, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan 

sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah 

pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, 

baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Formula tidak selalu menghasilkan outcome. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Kapasitas daerah berbeda. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program dapat 

dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga tidak 

tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi masalah. 

Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 
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Mandat tanpa dana menciptakan unfunded mandate. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu 

tahun dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, 

pencegahan, riset, pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung 

terlihat. Discount rate politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Evaluasi perlu mempertimbangkan konteks geografis. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang 

memiliki kelompok kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah 

berkapasitas rendah lebih mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis 

distribusi, konsultasi, dan alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

19. BUMN, Penugasan, dan Kewajiban Tersembunyi 
Penugasan dapat menyembunyikan belanja. Dalam pembahasan 19. bumn, penugasan, dan kewajiban 

tersembunyi, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan 

sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah 

pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, 

baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Kompensasi yang tertunda memindahkan biaya. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

PMN bersaing dengan belanja langsung. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program 

dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga 

tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi 

masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Risiko BUMN dapat kembali ke APBN. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Kontrak kinerja serta transparansi diperlukan. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki 

kelompok kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas 

rendah lebih mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, 

konsultasi, dan alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 
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20. Efisiensi dalam Krisis dan Ketidakpastian 
Krisis memerlukan realokasi cepat. Dalam pembahasan 20. efisiensi dalam krisis dan ketidakpastian, titik 

awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan sumber daya yang 

dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah pelayanan tersedia tepat 

waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, baseline, penerima, dan 

alternatif ditetapkan. 

Prosedur normal dapat terlalu lambat. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Efisiensi bukan memotong buffer. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program dapat 

dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga tidak 

tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi masalah. 

Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Cadangan dan fleksibilitas memiliki nilai. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Program darurat perlu review dan exit. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok 

kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

21. Ekonomi Politik Efisiensi Anggaran 
Setiap program memiliki koalisi pendukung. Dalam pembahasan 21. ekonomi politik efisiensi anggaran, titik 

awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan sumber daya yang 

dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah pelayanan tersedia tepat 

waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, baseline, penerima, dan 

alternatif ditetapkan. 

Pemotongan sering menyasar pos lemah secara politik. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang 

berbeda dari perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, 

pencegahan penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya 

terendah tidak cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban 

konstitusional. 

Penghematan dapat menjadi simbol disiplin. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. 

Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau 
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tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah 

lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Data dapat digunakan membenarkan keputusan. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun 

dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, 

riset, pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. 

Discount rate politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Transparansi trade-off diperlukan. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok kuat 

sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

22. Studi Kasus Analitis 
Kasus menunjukkan perbedaan efisiensi dan pemotongan. Dalam pembahasan 22. studi kasus analitis, titik 

awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan sumber daya yang 

dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah pelayanan tersedia tepat 

waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, baseline, penerima, dan 

alternatif ditetapkan. 

Biaya perlu dilihat lintas waktu. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari perusahaan. 

Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan penyakit, 

perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak cukup. 

Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Outcome dan distribusi menjadi ukuran. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program 

dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga 

tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi 

masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Alternatif perlu dibandingkan. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Safeguard menentukan hasil. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok kuat sering 

terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih mudah 

dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan alasan 

publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 
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23. Kerangka Tujuh Ujian Kualitas Belanja 
Relevansi menilai kebutuhan. Dalam pembahasan 23. kerangka tujuh ujian kualitas belanja, titik awalnya 

adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan sumber daya yang dialokasikan, 

tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah pelayanan tersedia tepat waktu, dan 

apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, baseline, penerima, dan alternatif 

ditetapkan. 

Additionality menilai peran negara. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari perusahaan. 

Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan penyakit, 

perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak cukup. 

Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Economy dan efficiency menilai input-output. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. 

Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau 

tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah 

lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Effectiveness menilai outcome. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Equity dan sustainability melengkapi. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok 

kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

Dimensi Pertanyaan Evaluasi Contoh Indikator 

Relevansi Apakah masalah dan penerima jelas? Need, baseline, coverage 

Ekonomi Apakah input diperoleh dengan harga 

wajar? 
Unit price, benchmark 

Efisiensi Apakah output dihasilkan dengan 

sumber daya minimum? 
Unit cost, waktu 

Efektivitas Apakah outcome tercapai? Perubahan hasil 

Keadilan Siapa memperoleh dan menanggung? Incidence, wilayah 

Keberlanjutan Apakah biaya masa depan terkendali? O&M, kewajiban 

 

24. Peta Jalan Reformasi 2026-2035 
Inventaris program menjadi fondasi. Dalam pembahasan 24. peta jalan reformasi 2026-2035, titik awalnya 

adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan sumber daya yang dialokasikan, 

tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah pelayanan tersedia tepat waktu, dan 
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apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, baseline, penerima, dan alternatif 

ditetapkan. 

Spending review dilakukan rutin. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari perusahaan. 

Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan penyakit, 

perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak cukup. 

Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Outcome dan data diperkuat. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur kelembagaan. Program dapat 

dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi buruk, atau tenaga tidak 

tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya mengubah lokasi masalah. 

Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Pengadaan serta aset diintegrasikan. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 

Evaluasi memengaruhi anggaran. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok kuat 

sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 

25. Kesimpulan: Belanja Lebih Cerdas, Bukan Sekadar Lebih Sedikit 
Efisiensi adalah kualitas keputusan. Dalam pembahasan 25. kesimpulan: belanja lebih cerdas, bukan sekadar 

lebih sedikit, titik awalnya adalah membedakan angka anggaran dari nilai publik. Angka menunjukkan 

sumber daya yang dialokasikan, tetapi tidak menjelaskan apakah kebutuhan yang benar dipilih, apakah 

pelayanan tersedia tepat waktu, dan apakah manfaatnya bertahan. Efisiensi baru dapat dinilai setelah tujuan, 

baseline, penerima, dan alternatif ditetapkan. 

Penghematan semu merusak masa depan. Pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dari 

perusahaan. Banyak hasil publik tidak memiliki harga pasar, seperti keamanan, keadilan, pencegahan 

penyakit, perlindungan lingkungan, dan kepercayaan. Karena itu, ukuran laba atau biaya terendah tidak 

cukup. Penilaian harus memasukkan dampak sosial, distribusi, risiko, serta kewajiban konstitusional. 

Negara perlu berani mengalihkan dan menghentikan. Kualitas belanja juga dipengaruhi arsitektur 

kelembagaan. Program dapat dirancang baik tetapi gagal karena data lemah, pengadaan terlambat, koordinasi 

buruk, atau tenaga tidak tersedia. Pemotongan pada gejala administratif tanpa memperbaiki desain hanya 

mengubah lokasi masalah. Reformasi perlu melihat rantai dari perencanaan hingga outcome. 

Data serta akuntabilitas menjadi syarat. Dimensi waktu sangat menentukan. Penghematan satu tahun dapat 

menimbulkan biaya yang jauh lebih besar dalam lima atau sepuluh tahun. Pemeliharaan, pencegahan, riset, 

pelatihan, dan kesiapsiagaan sering menjadi korban karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Discount rate 

politik yang tinggi mendorong penghematan semu. 
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Tujuan akhir adalah manfaat publik. Dimensi politik tidak dapat diabaikan. Pos yang memiliki kelompok 

kuat sering terlindungi, sedangkan fungsi pendukung, kelompok rentan, dan daerah berkapasitas rendah lebih 

mudah dipotong. Oleh sebab itu, keputusan efisiensi perlu dilengkapi analisis distribusi, konsultasi, dan 

alasan publik. 

Prinsip operasional yang dapat digunakan adalah: jangan menilai penghematan dari nominal yang diblokir 

atau dipotong, tetapi dari perubahan biaya total, kualitas layanan, outcome, risiko, dan ruang fiskal yang 

benar-benar dapat dialihkan. Efisiensi yang tidak menghasilkan realokasi produktif hanya menjadi angka 

administratif. 
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Studi Kasus Analitis 

Kasus 1: Pemotongan Perjalanan Dinas 

Instansi mengurangi perjalanan dan menggunakan rapat daring. Efisiensi terjadi bila koordinasi tetap berjalan 

dan kunjungan lapangan yang penting dipertahankan. Penghematan semu terjadi bila pengawasan proyek, 

verifikasi penerima, dan pelayanan wilayah terpencil ikut hilang. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 

Kasus 2: Pengurangan Anggaran Pemeliharaan 

Anggaran pemeliharaan jalan dipotong agar defisit turun. Jalan tampak masih berfungsi pada tahun berjalan, 

tetapi kerusakan membesar dan biaya rehabilitasi melonjak. Ini contoh jelas penghematan semu. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 

Kasus 3: Konsolidasi Aplikasi Pemerintah 

Puluhan aplikasi digabung ke platform bersama. Efisiensi terjadi bila proses disederhanakan, data 

terintegrasi, dan biaya vendor turun. Bila hanya mengganti merek tanpa migrasi data serta menambah kontrak 

baru, pemborosan berlanjut. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 

Kasus 4: Pengadaan Alat Kesehatan Termurah 
Rumah sakit membeli alat dengan harga rendah tetapi biaya suku cadang, downtime, dan pelatihan tinggi. 

Evaluasi yang hanya memakai harga pembelian menghasilkan keputusan tidak ekonomis sepanjang siklus 

hidup. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 

Kasus 5: Penargetan Bantuan Sosial 

Pemerintah memperketat data untuk mengurangi salah sasaran. Efisiensi terjadi jika mekanisme koreksi dan 

banding tersedia. Penghematan semu terjadi bila keluarga miskin keluar dari daftar karena data usang. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 

Kasus 6: Pembangunan Gedung Baru 

Gedung baru dibangun karena alokasi modal tersedia, sementara gedung lama kurang dipelihara. Belanja 

modal terlihat produktif, tetapi total aset tidak menghasilkan layanan tambahan. Appraisal serta asset 

management diperlukan. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 
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Kasus 7: Pemotongan Pelatihan ASN 

Pelatihan dipangkas untuk menekan biaya. Dalam jangka pendek anggaran turun, tetapi transformasi digital, 

pengadaan, dan pelayanan gagal karena skill tidak tersedia. Pemotongan perlu membedakan pelatihan 

seremonial dan kompetensi kritis. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 

Kasus 8: Realokasi Subsidi Energi 

Subsidi harga dialihkan ke bantuan tertarget serta transportasi publik. Efisiensi dan keadilan dapat meningkat, 

tetapi membutuhkan data, komunikasi, dan transisi. Reformasi mendadak dapat menimbulkan beban sosial. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 

Kasus 9: Percepatan Belanja Awal Tahun 
Kontrak disiapkan lebih awal sehingga manfaat diterima cepat dan rush spending berkurang. Percepatan 

hanya berkualitas jika readiness dan quality control dijaga, bukan sekadar menghabiskan pagu lebih cepat. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 

Kasus 10: Penundaan Pembayaran kepada Vendor 
Kas terlihat lebih baik karena pembayaran ditunda. Vendor meminjam dengan bunga dan menaikkan harga 

pada kontrak berikutnya. Negara hanya memindahkan biaya dan merusak kepercayaan. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 

Kasus 11: Transfer ke Daerah Dipotong Merata 
Pemotongan persentase sama diterapkan pada semua daerah. Daerah kaya masih mampu menjaga layanan, 

sementara daerah terpencil kehilangan layanan dasar. Kesetaraan nominal dapat menghasilkan ketidakadilan 

nyata. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 

Kasus 12: Efisiensi Pengadaan Obat 

Pemerintah melakukan konsolidasi pembelian dan harga turun. Bila terlalu terkonsentrasi pada satu pemasok, 

risiko kekurangan meningkat. Efisiensi harus menyeimbangkan harga dan ketahanan rantai pasok. 

Uji kasus ini memerlukan pembandingan dengan alternatif, biaya penuh, outcome, pihak terdampak, serta 

periode waktu yang memadai. Klaim penghematan tanpa data tersebut belum membuktikan efisiensi. 
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Pendalaman Analitis 

A. Efisiensi Teknis, Alokatif, dan Dinamis 

Efisiensi teknis berarti menghasilkan output tertentu dengan input minimum. Efisiensi alokatif berarti 

memilih kombinasi program yang paling bernilai bagi masyarakat. Pemerintah dapat sangat efisien 

membangun sesuatu yang tidak dibutuhkan; secara teknis baik, secara alokatif buruk. 

Efisiensi dinamis menilai kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan produktivitas dari waktu 

ke waktu. Pemotongan riset, data, pelatihan, dan sistem dapat meningkatkan efisiensi statis tetapi 

menurunkan efisiensi dinamis. 

Ketiga jenis efisiensi perlu diseimbangkan. Pengadaan murah, pilihan program tepat, dan kemampuan belajar 

harus berjalan bersama. 

Benchmark antarinstansi membantu efisiensi teknis, tetapi perbedaan wilayah dan kelompok perlu dikontrol. 

Unit cost yang tinggi di kepulauan tidak otomatis inefisien. 

Efisiensi alokatif memerlukan keputusan politik yang terbuka karena menyangkut nilai dan prioritas, bukan 

kalkulasi teknis semata. 

B. Productive, Allocative, dan X-Inefficiency 

X-inefficiency terjadi ketika organisasi tidak beroperasi pada kemampuan terbaik karena insentif lemah, 

proses berbelit, atau monopoli. Pemotongan anggaran tidak otomatis menghilangkan; bahkan dapat 

memperburuk bila moral dan kapasitas turun. 

Productive efficiency dapat ditingkatkan melalui standardisasi, digitalisasi, shared services, dan pengadaan. 

Namun perubahan proses harus mendahului pengurangan sumber daya. 

Allocative efficiency memerlukan penilaian marginal benefit. Rupiah terakhir pada program A mungkin 

kurang bermanfaat daripada program B. Sistem anggaran incremental sering tidak melakukan pembandingan 

ini. 

Spending review menantang baseline dan mencari saving yang dapat direalokasikan. Ini berbeda dari 

pemotongan sama rata. 

Incentive penting: unit yang berhasil menghemat tidak boleh selalu dihukum dengan pengurangan permanen 

tanpa manfaat, karena akan menyembunyikan efisiensi. 

C. Incremental Budgeting dan Inersia 
Anggaran pemerintah biasanya dibangun dari baseline tahun sebelumnya. Pendekatan ini memberi stabilitas 

tetapi melindungi program lama. Program baru harus membuktikan diri, sedangkan program lama dianggap 

perlu. 

Program memiliki pegawai, kontrak, penerima, dan narasi yang membentuk koalisi. Penghentian memiliki 

biaya politik lebih besar daripada melanjutkan. 

Zero-based budgeting menawarkan penilaian dari nol, tetapi mahal dan sering berubah menjadi ritual. 

Spending review selektif lebih realistis. 

Inventaris program yang konsisten adalah syarat. Banyak organisasi tidak mengetahui jumlah intervensi, 

penerima, dan total biaya lintas unit. 
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Sunset clause serta review date dapat mengurangi inersia. Namun layanan dasar tidak boleh dibuat tidak pasti 

tanpa alasan. 

D. Across-the-Board Cuts versus Strategic Review 
Pemotongan menyeluruh mudah dihitung, cepat, dan terlihat adil. Akan tetapi, ia memperlakukan program 

penting dan tidak penting secara sama, serta unit efisien dan boros secara sama. 

Unit merespons dengan memotong pos yang paling mudah, bukan yang paling tidak bernilai. Perjalanan, 

pelatihan, pemeliharaan, dan pengawasan sering menjadi korban, sementara struktur program tetap. 

Strategic review menilai tujuan, alternatif, dan kinerja. Proses lebih lambat tetapi saving lebih berkelanjutan. 

Hybrid approach dapat digunakan saat krisis: freeze sementara dengan pengecualian jelas, diikuti review 

mendalam. Tanpa tahap kedua, freeze menjadi kerusakan permanen. 

Keputusan perlu mendokumentasikan service impact dan restoration plan jika pemotongan bersifat 

sementara. 

E. Use-It-or-Lose-It dan Belanja Akhir Tahun 

Aturan tahun anggaran mendorong unit menghabiskan pagu agar tidak dianggap gagal dan tidak kehilangan 

alokasi. Perilaku ini meningkatkan belanja akhir tahun serta risiko mutu. 

Carry-over terbatas dapat mengurangi, tetapi perlu kontrol agar tidak menjadi penumpukan dana. Multi-year 

contract dan commitment budgeting membantu. 

Penilaian kinerja yang terlalu menekankan penyerapan memperkuat. IKPA dan indikator pelaksanaan perlu 

dibaca bersama kualitas, output, dan ketepatan waktu. 

Perencanaan pengadaan awal dan readiness mempercepat. Keterlambatan dokumen, lahan, desain, dan 

regulasi harus diselesaikan sebelum pagu. 

Penghematan yang muncul karena proyek tidak siap bukan efficiency gain; ia adalah kegagalan perencanaan 

kecuali proyek memang dibatalkan berdasarkan review. 

F. Penghematan Semu melalui Cost Shifting 

Pemerintah pusat dapat menghemat dengan memindahkan kewajiban kepada daerah tanpa dana cukup. 

Daerah kemudian memotong layanan atau menaikkan pungutan. Total biaya sosial tidak turun. 

Rumah sakit dapat menghemat dengan mengurangi tenaga, tetapi pasien menunggu lebih lama, keluarga 

memberi perawatan, dan komplikasi meningkat. Biaya berpindah ke rumah tangga. 

BUMN dapat menanggung penugasan tanpa kompensasi segera. APBN tampak hemat, tetapi utang dan 

kebutuhan modal meningkat. 

Kontraktor yang dibayar terlambat membebankan bunga pada harga berikutnya. Cost shifting menghasilkan 

biaya tersembunyi. 

Analisis perlu menggunakan whole-of-government dan whole-of-society perspective. 

G. Biaya Kesempatan dan Prioritas 

Setiap rupiah pada program tertentu tidak tersedia bagi program lain. Opportunity cost harus terlihat, 

terutama pada megaproyek, subsidi, dan program universal besar. 
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Dokumen anggaran jarang menyebut alternatif yang tidak dipilih. Padahal kualitas keputusan dinilai melalui 

pembandingan. 

Program populer dapat memiliki manfaat, tetapi biaya kesempatan tetap perlu dihitung. Moral value tidak 

membebaskan dari appraisal. 

Portfolio management memungkinkan kombinasi jangka pendek, jangka panjang, pencegahan, dan 

ketahanan. Seluruh anggaran tidak boleh mengejar visibilitas. 

Parlemen dan publik perlu memperoleh satu halaman option appraisal bagi keputusan besar. 

H. Additionality dan Deadweight 

Belanja publik memiliki additionality bila menghasilkan aktivitas atau manfaat yang tidak akan terjadi tanpa 

intervensi. Subsidi pada investasi yang tetap akan dilakukan menghasilkan deadweight. 

Insentif pajak merupakan belanja terselubung dan perlu diuji additionality. Klaim investasi perlu 

dibandingkan counterfactual. 

Bantuan kepada kelompok mampu dapat memiliki deadweight tinggi, sedangkan layanan dasar di wilayah 

tertinggal tinggi additionality. 

Evaluasi kausal, data administratif, dan eksperimen dapat membantu. Tidak semua program dapat 

menggunakan RCT, tetapi counterfactual tetap penting. 

Program dengan deadweight tinggi dapat dihentikan atau ditargetkan ulang. 

I. Efisiensi dan Keadilan 

Program yang paling murah per penerima belum tentu adil. Melayani wilayah terpencil membutuhkan biaya 

tinggi. Menggunakan unit cost nasional dapat menyingkirkan mereka. 

Equity weighting dapat memberi bobot lebih besar pada kelompok miskin, disabilitas, anak, atau wilayah 

mahal. Nilai ini harus transparan. 

Targeting meningkatkan efisiensi fiskal, tetapi error dan stigma dapat merusak. Universalism memberikan 

simplicity serta solidarity dengan biaya lebih tinggi. 

Progressive universalism menggabungkan layanan dasar untuk semua dan dukungan lebih besar bagi yang 

membutuhkan. 

Efisiensi dalam negara demokratis selalu dibatasi hak dan standar minimum. 

J. Efisiensi dan Ketahanan 
Resilience memerlukan buffer, cadangan, kapasitas berlebih, pemasok alternatif, dan latihan. Dalam kondisi 

normal, unsur ini tampak tidak efisien. 

Pandemi, bencana, dan gangguan geopolitik menunjukkan nilai slack. Just-in-time ekstrem dapat 

menyebabkan kerugian besar saat shock. 

Risk-adjusted efficiency memasukkan probabilitas serta dampak gangguan. Pengadaan dua pemasok dapat 

lebih mahal tetapi lebih tahan. 

Cadangan obat, pangan, energi, dan cyber memiliki biaya kesempatan. Tingkat optimal perlu dinilai. 

Penghematan yang menghapus seluruh buffer adalah penghematan semu. 
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K. Evaluasi dan Learning Budget 

Evaluasi sering diselesaikan setelah anggaran tahun berikutnya ditetapkan, sehingga tidak memengaruhi. 

Kalender perlu diselaraskan. 

Setiap program perlu evaluation plan, data, dan decision rule: lanjut, scale, redesign, atau stop. 

Hasil negatif harus dapat dipublikasikan. Budaya yang menghukum semua kegagalan mendorong manipulasi 

data. 

Innovation fund dapat menerima kegagalan terkontrol, tetapi scale membutuhkan bukti. 

Learning budget mengalokasikan sumber daya untuk data, pilot, evaluasi, dan perbaikan; ini investasi 

efisiensi dinamis. 

L. Kualitas Belanja dan Kepercayaan Publik 

Warga menilai pajak berdasarkan pelayanan dan fairness. Pemborosan serta proyek mangkrak menurunkan 

tax morale. 

Efisiensi yang mengurangi layanan juga merusak kepercayaan. Narasi penghematan tidak cukup bila warga 

merasakan waktu tunggu dan biaya lebih tinggi. 

Citizen budget dan open contracting membantu memahami. Namun data perlu dikaitkan hasil. 

Whistleblower dan complaint memberi sinyal pemborosan. Respons cepat membangun trust. 

Kepercayaan merupakan aset fiskal karena memengaruhi kepatuhan dan penerimaan reformasi. 

Kerangka Tujuh Ujian Kualitas Belanja Negara 

1. Ujian Relevansi 

Apakah masalah publik masih nyata, signifikan, dan merupakan prioritas? Apakah kelompok sasaran serta 

kebutuhan telah berubah? Program yang tidak relevan tidak menjadi efisien hanya karena murah. 

2. Ujian Additionality 

Apakah negara diperlukan? Apakah manfaat akan terjadi tanpa belanja? Intervensi perlu menunjukkan nilai 

tambah atas pasar, masyarakat, atau kebijakan yang sudah ada. 

3. Ujian Economy 

Apakah input diperoleh pada harga dan kualitas yang wajar? Benchmark, standard biaya, kompetisi, dan 

negosiasi digunakan tanpa mengorbankan fungsi. 

4. Ujian Efficiency 
Berapa biaya per output yang bermutu? Apakah proses, teknologi, organisasi, dan koordinasi menghasilkan 

output dengan sumber daya minimum? 

5. Ujian Effectiveness 
Apakah output mengubah outcome? Jalan dibangun bukan tujuan akhir; tujuan dapat berupa waktu tempuh, 

akses, produktivitas, dan keselamatan. 
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6. Ujian Equity 

Siapa menerima manfaat dan menanggung biaya? Apakah kelompok rentan, wilayah terpencil, dan generasi 

mendatang diperlakukan adil? 

7. Ujian Sustainability 
Apakah program memiliki biaya operasi, pemeliharaan, pendanaan, kapasitas, lingkungan, dan exit yang 

dapat dipertahankan? 

Balanced Scorecard Kualitas Belanja 

Perspektif Tujuan Indikator 
Risiko Penghematan 

Semu 

Strategi Selaras prioritas Outcome, coverage Program murah tetapi tidak 

relevan 

Fiskal Ruang berkelanjutan Defisit, kewajiban Biaya ditunda 

Operasi Proses efisien Unit cost, waktu Kualitas turun 

Aset Nilai terpelihara Condition, downtime Deferred maintenance 

Manusia Kapasitas memadai Skill, workload Burnout dan kehilangan 

kompetensi 

Keadilan Distribusi adil Incidence, akses Cost shifting ke kelompok 

lemah 

Ketahanan Siap menghadapi shock Buffer, recovery Cadangan dihapus 

Akuntabilitas Dapat diperiksa Data, audit, complaint Saving tidak terverifikasi 

 

Dua Puluh Lima Indikator Efisiensi Berkualitas 
1. Persentase program dengan outcome dan baseline yang jelas. 

2. Persentase program yang telah melalui spending review. 

3. Penghematan yang benar-benar direalokasikan ke prioritas. 

4. Perubahan unit cost setelah dikontrol mutu. 

5. Perubahan waktu pelayanan. 

6. Perubahan kepuasan dan complaint. 

7. Persentase aset dengan condition assessment. 

8. Backlog pemeliharaan. 

9. Biaya operasi aset baru. 

10. Konsentrasi belanja pada triwulan IV. 

11. Persentase pengadaan dengan kompetisi efektif. 

12. Perubahan kontrak dan cost overrun. 

13. Ketergantungan vendor tunggal. 
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14. Persentase program dengan data terpilah. 

15. Exclusion error bantuan. 

16. Additionality insentif dan subsidi. 

17. Hasil evaluasi yang mengubah alokasi. 

18. Program yang dihentikan atau didesain ulang. 

19. Waktu penyelesaian rekomendasi audit. 

20. Kewajiban tertunda kepada vendor/BUMN. 

21. Dampak efisiensi terhadap daerah. 

22. Dampak terhadap beban rumah tangga. 

23. Ketersediaan buffer dan contingency. 

24. Total cost of ownership sistem digital. 

25. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN. 

Peta Jalan Reformasi Kualitas Belanja 2026-2035 

Tahap 1: Inventaris dan Transparansi (2026-2027) 

Bangun inventaris program nasional yang menghubungkan tujuan, penerima, biaya, output, outcome, 

evaluasi, kontrak, dan aset. Publikasikan ringkasan program serta penghematan yang direalokasikan. 

Tahap 2: Spending Review Terlembaga (2027-2029) 

Laksanakan review tematik dan sektoral setiap tahun. Pilih area berdasarkan nilai, risiko, duplikasi, dan 

potensi saving. Hasil review masuk nota keuangan dan pembahasan DPR. 

Tahap 3: Outcome dan Costing (2027-2030) 

Perbaiki arsitektur program, baseline, indikator, unit cost, dan distributional analysis. Kurangi indikator 

administratif yang tidak membantu keputusan. 

Tahap 4: Pengadaan dan Aset Terintegrasi (2026-2031) 

Hubungkan perencanaan, pengadaan, pembayaran, kinerja vendor, aset, pemeliharaan, dan disposal. 

Gunakan lifecycle cost serta open contracting. 

Tahap 5: Multi-Year dan Fiscal Risk (2028-2032) 

Perluas medium-term expenditure framework, biaya operasi, kewajiban BUMN, PPP, pensiun, dan risiko 

bencana. Program baru menunjukkan full future cost. 

Tahap 6: Penguatan DPR dan Daerah (2027-2033) 
Bangun kapasitas analisis anggaran independen, dashboard daerah, peer learning, dan dukungan bagi wilayah 

berkapasitas rendah. Hindari pemotongan seragam. 
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Tahap 7: Learning and Termination Culture (2029-2035) 

Tetapkan sunset, evaluation calendar, stage-gate, dan prosedur penghentian. Lindungi pelaporan kegagalan 

yang jujur, sambil menindak fraud dan negligence. 

Agenda Seratus Hari 
1. Publikasikan daftar seluruh blokir, penghematan, realokasi, dan penerima realokasi. 

2. Pilih sepuluh program besar untuk rapid spending review. 

3. Audit backlog pemeliharaan aset strategis. 

4. Identifikasi kewajiban tertunda kepada vendor, BUMN, dan daerah. 

5. Uji dampak pemotongan terhadap layanan dasar dan wilayah terpencil. 

6. Bentuk dashboard belanja cepat sekaligus bermutu. 

7. Tetapkan lifecycle costing untuk pengadaan teknologi dan alat. 

8. Publikasikan tax expenditure bersama belanja langsung. 

9. Perkuat mekanisme complaint serta feedback penerima. 

10. Wajibkan option appraisal satu halaman bagi program baru besar. 

Implikasi bagi Pendidikan Manajemen dan IBM-ASMI 
IBM-ASMI dapat mengembangkan mata kuliah Public Expenditure Management yang menggabungkan 

manajemen strategis, akuntansi, ekonomi publik, data analytics, pengadaan, dan etika. Mahasiswa perlu 

memahami bahwa kualitas anggaran bukan sekadar kepatuhan. 

Studi kasus dapat meminta mahasiswa membedakan cut, saving, realocation, dan value creation. Mereka 

menghitung biaya siklus hidup, opportunity cost, distribution, dan risk. 

Laboratorium Budget Quality dapat menganalisis APBN, APBD, laporan audit, pengadaan, dan outcome. 

Hasil disajikan dalam citizen-friendly dashboard. 

Riset PLS-SEM dapat menguji pengaruh kualitas perencanaan, kompetensi, digitalisasi, pengadaan, dan 

evaluasi terhadap efektivitas belanja, dengan governance sebagai moderator. 

Program eksekutif dapat melatih pimpinan K/L, daerah, BUMN, dan rumah sakit mengenai spending review, 

asset management, performance budgeting, dan benefits realization. 

Etika manajemen publik perlu ditekankan. Penghematan yang memindahkan biaya kepada pasien, siswa, 

pekerja, atau generasi mendatang mungkin legal secara administratif tetapi tidak adil. 

IBM-ASMI dapat menjadi forum dialog antara Kementerian Keuangan, Bappenas, DPR, BPK, pemerintah 

daerah, bisnis, dan masyarakat sipil mengenai kualitas belanja. 

Lulusan diharapkan menjadi manajer yang mampu bertanya bukan hanya 'berapa anggaran terserap', tetapi 

'nilai publik apa yang diciptakan dan apa yang dikorbankan'. 
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Glossarium 
Additionality: Manfaat tambahan yang benar-benar terjadi karena intervensi pemerintah. 

Across-the-board cut: Pemotongan dengan persentase seragam pada banyak unit atau program. 

Asset management: Pengelolaan aset sepanjang perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. 

Baseline: Kondisi awal atau biaya dasar yang menjadi pembanding. 

Belanja produktif: Belanja yang meningkatkan kapasitas, layanan, produktivitas, atau ketahanan. 

Cost shifting: Pemindahan biaya kepada waktu, instansi, sektor, atau kelompok lain. 

Deadweight: Manfaat yang akan terjadi walaupun tanpa intervensi pemerintah. 

Deferred maintenance: Pemeliharaan yang ditunda sehingga menciptakan biaya dan risiko masa depan. 

Economy: Pengadaan input pada harga dan mutu yang wajar. 

Effectiveness: Tingkat keberhasilan mencapai outcome. 

Efficiency: Hubungan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. 

Equity: Keadilan distribusi manfaat, biaya, dan akses. 

Fiscal space: Kapasitas membiayai prioritas tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal. 

IKPA: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 

Lifecycle cost: Seluruh biaya dari pengadaan, operasi, pemeliharaan, hingga penghapusan. 

Opportunity cost: Manfaat alternatif terbaik yang dikorbankan. 

Outcome: Perubahan kondisi yang dihasilkan program. 

Output: Barang atau jasa langsung yang dihasilkan. 

Performance budgeting: Penganggaran yang mengaitkan alokasi dengan kinerja. 

Public Expenditure Review: Kajian menyeluruh atas alokasi, sistem, dan hasil belanja publik. 

Spending review: Evaluasi sistematis untuk mencari realokasi, penghematan, dan peningkatan hasil. 

Sunset clause: Ketentuan berakhirnya program atau aturan kecuali diperpanjang setelah review. 

Tax expenditure: Penerimaan pajak yang hilang akibat insentif atau pengecualian. 

Value for money: Kombinasi ekonomi, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan. 

Whole-of-government cost: Biaya total yang ditanggung seluruh bagian pemerintah, bukan satu unit saja. 
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Pada Semester I 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun dan belanja negara Rp1.656,0 triliun. 

Defisit tercatat 0,76 persen PDB dan keseimbangan primer surplus Rp85,1 triliun. Data tersebut 

menunjukkan kesehatan agregat, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan kualitas pada tingkat program. 

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa efisiensi awal 2025 menghasilkan ruang fiskal Rp306,6 triliun 

dengan fokus pada perjalanan dinas, seremonial, dan ATK tanpa menyentuh belanja mandatory serta 

perlindungan sosial. Klaim tersebut perlu dilengkapi evaluasi outcome dan dampak layanan. 

Pendekatan quick-high pada 2026 bertujuan mempercepat serta meningkatkan belanja sejak awal tahun untuk 

menghindari pola slow-low dan penumpukan akhir tahun. Percepatan perlu disertai readiness, mutu 

pengadaan, dan monitoring manfaat. 

World Bank Public Expenditure Review menekankan kebutuhan memperbaiki efisiensi dan efektivitas 

belanja, pengelolaan transfer, serta data yang menghubungkan input dengan outcome. Rekomendasi tersebut 

tetap menjadi kerangka penting bagi reformasi kualitas belanja. 

Penutup Reflektif 
Efisiensi anggaran sering terdengar sederhana karena dapat dinyatakan sebagai persentase pemotongan. 

Namun negara bukan perusahaan yang hanya mengejar margin. Negara menjaga hak, ketahanan, keadilan, 

dan layanan yang tidak selalu menghasilkan pendapatan. 

Penghematan yang baik menghapus kegiatan yang tidak bernilai dan memindahkan sumber daya ke prioritas. 

Penghematan semu mengurangi angka sambil meninggalkan kewajiban, aset rusak, layanan turun, dan 

masyarakat menanggung. 

Kualitas belanja dimulai dari pilihan masalah. Tidak ada gunanya mengadakan barang dengan harga murah 

jika barang tidak dibutuhkan. Efisiensi teknis harus berada di bawah efisiensi alokatif. 

Pengadaan perlu beralih dari harga terendah menuju nilai sepanjang siklus hidup. Pemeliharaan, energi, suku 

cadang, keamanan, dan vendor exit harus dihitung. 

Penyerapan anggaran harus tetap dipantau, tetapi tidak menjadi tujuan. Belanja yang tepat waktu penting 

karena keterlambatan menunda manfaat, sedangkan rush spending meningkatkan risiko. 

Spending review perlu menjadi proses rutin, bukan respons sesaat terhadap tekanan fiskal. Review yang baik 

menghasilkan keputusan program, bukan hanya daftar potongan. 

Efisiensi membutuhkan investasi pada data, kapasitas, dan evaluasi. Memotong fungsi tersebut dapat terlihat 

hemat, tetapi membuat pemerintah tidak mampu mengetahui apa yang bekerja. 

Keadilan menjadi batas. Layanan di wilayah terpencil mungkin lebih mahal, tetapi negara tidak dapat 

menyebut mereka tidak efisien hanya karena geografi. Standar minimum serta pembobotan kebutuhan 

diperlukan. 

Ketahanan juga memiliki harga. Cadangan, pemasok alternatif, dan kapasitas darurat tidak boleh 

diperlakukan sebagai pemborosan hanya karena jarang digunakan. 

Pada akhirnya, belanja negara yang berkualitas adalah belanja yang dapat menjelaskan mengapa dilakukan, 

siapa yang memperoleh manfaat, berapa biaya penuh, apa hasilnya, dan bagaimana program akan diperbaiki 

atau dihentikan. 
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Indonesia tidak membutuhkan APBN yang sekadar lebih kecil atau lebih besar. Indonesia membutuhkan 

APBN yang lebih cerdas: disiplin, adaptif, adil, transparan, dan berorientasi hasil. 

Efisiensi sejati bukan kemampuan membelanjakan sesedikit mungkin, melainkan kemampuan menghasilkan 

nilai publik sebesar mungkin tanpa mewariskan biaya tersembunyi kepada masa depan. 

Catatan Penulis 
Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan publik. 

IBM-ASMI ditulis lengkap sebagai Institut Bisnis dan Multimedia. Data kontekstual menggunakan sumber 

resmi yang tersedia sampai Agustus 2026. 
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Pendalaman Komprehensif: Dari Penghematan Administratif menuju 

Reformasi Belanja 

A. Belanja Pegawai: Beban atau Kapasitas Negara? 

Perdebatan belanja pegawai sering terjebak pada proporsi dan jumlah. Padahal guru, tenaga kesehatan, 

penyuluh, auditor, peneliti, diplomat, aparat, serta petugas pelayanan merupakan bagian dari kapasitas 

negara. Memotong pegawai atau tunjangan tanpa analisis beban kerja dapat mengurangi layanan dan 

meningkatkan outsourcing yang lebih mahal. 

Masalah sebenarnya dapat berupa distribusi yang tidak seimbang, kompetensi yang tidak sesuai, organisasi 

bertingkat, proses manual, dan sistem insentif yang lemah. Reformasi perlu menghubungkan workforce 

planning dengan peta layanan, demografi, digitalisasi, dan pensiun. 

Produktivitas birokrasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah dokumen atau jam kerja. Outcome pelayanan, 

penyelesaian kasus, kualitas regulasi, dan kepuasan warga lebih relevan. Pengukuran harus menghindari 

target yang mendorong produksi dokumen berlebihan. 

Efisiensi dapat diperoleh melalui shared services untuk payroll, procurement, legal, dan teknologi. Namun 

sentralisasi perlu service level yang jelas agar unit tidak kehilangan responsivitas. 

Pengembangan kompetensi merupakan investasi. Pelatihan yang seremonial harus dihentikan, tetapi 

pelatihan teknis, kepemimpinan, data, dan etika perlu dilindungi. Penghematan yang menghapus seluruh 

pelatihan adalah penghematan semu. 

B. Belanja Barang dan Jasa: Membedakan Operasi dari Pemborosan 

Belanja barang dan jasa sering dianggap konsumtif, padahal banyak pelayanan memerlukan obat, bahan ajar, 

laboratorium, keamanan, cloud, listrik, air, dan logistik. Klasifikasi ekonomi tidak langsung menunjukkan 

produktivitas. 

Analisis perlu melihat cost driver: jumlah penerima, standar layanan, harga pasar, lokasi, dan kualitas. 

Pemotongan persentase seragam dapat menghentikan operasi unit yang memang bergantung bahan. 

Standardisasi katalog dan agregasi pembelian dapat menurunkan harga, tetapi konsolidasi berlebihan dapat 

menyingkirkan pemasok lokal serta meningkatkan risiko tunggal. Desain lot dan kompetisi perlu seimbang. 

Kontrak berbasis output atau outcome dapat meningkatkan fleksibilitas, tetapi membutuhkan kemampuan 

mendefinisikan hasil dan mengawasi. Kontrak input lebih mudah tetapi dapat tidak efisien. 

Penghematan berkelanjutan berasal dari redesign proses, demand management, dan supplier strategy, bukan 

hanya negosiasi harga satu kali. 

C. Belanja Modal dan Bias terhadap Proyek Baru 

Belanja modal memperoleh citra produktif karena menciptakan aset. Namun aset hanya bernilai jika 

digunakan, dipelihara, terhubung dengan layanan, dan menjawab kebutuhan. Gedung kosong atau alat tidak 

terpakai bukan investasi. 

Bias proyek baru muncul karena peresmian memberi manfaat politik dan administratif. Pemeliharaan, 

rehabilitasi, dan optimasi aset lama kurang terlihat. Asset management perlu mengubah insentif. 
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Project appraisal harus menilai demand, lokasi, alternatif, biaya siklus hidup, risiko, dan kemampuan operasi. 

Readiness menjadi syarat penganggaran, bukan diperbaiki setelah dana tersedia. 

Optimism bias dan strategic misrepresentation dapat membuat biaya diremehkan serta manfaat dibesar-

besarkan. Independent review dan reference class forecasting membantu. 

Stage-gate memungkinkan proyek dihentikan atau didesain ulang sebelum sunk cost membesar. 

Menghentikan proyek lemah bukan kegagalan, tetapi bentuk efisiensi. 

D. Mandatory Spending dan Kualitas 

Mandat persentase melindungi pendidikan, kesehatan, atau fungsi lain dari kompetisi tahunan. Namun 

kepatuhan terhadap persentase tidak otomatis menghasilkan outcome. Klasifikasi dapat diperluas untuk 

memenuhi angka tanpa memperbaiki layanan. 

Mandatory spending mengurangi fleksibilitas fiskal dan dapat menimbulkan incrementalism. Review perlu 

fokus pada komposisi di dalam sektor, bukan meniadakan mandat tanpa pertimbangan konstitusional. 

Target input cocok ketika pemerintah belum menjamin minimum. Setelah kapasitas meningkat, perhatian 

bergeser pada output, equity, dan quality. Transisi indikator perlu hati-hati. 

Mandat dapat disertai spending review sektoral, standard layanan, dan data terpilah. Dengan demikian 

perlindungan nominal berjalan bersama akuntabilitas hasil. 

Debat publik perlu memisahkan kritik terhadap kualitas belanja dari kritik terhadap pentingnya sektor. 

Inefisiensi pendidikan tidak berarti pendidikan harus dipotong; desainnya yang harus diperbaiki. 

E. Tax Expenditure: Pengeluaran yang Tidak Terlihat 

Insentif, pengecualian, tarif khusus, dan pengurangan pajak memiliki efek seperti belanja karena mengurangi 

penerimaan untuk tujuan tertentu. Namun tax expenditure sering tidak dibahas setara dengan program 

belanja. 

Keuntungan politiknya adalah tidak terlihat sebagai pagu dan tidak mengalami penyerapan. Risiko utamanya 

ialah privilege permanen, deadweight, serta penerima yang tidak transparan. 

Setiap tax expenditure perlu tujuan, estimasi biaya, penerima, additionality, dan sunset. Review 

membandingkan dengan belanja langsung atau regulasi. 

Insentif investasi dapat beralasan ketika mengatasi externality dan kompetisi, tetapi tidak boleh 

menggantikan iklim usaha. Perusahaan yang akan berinvestasi tanpa insentif menghasilkan kehilangan 

penerimaan. 

Laporan tax expenditure memperluas diskusi efisiensi. Negara tidak dapat menghemat belanja sambil 

membiarkan pengeluaran pajak tidak dievaluasi. 

F. Penganggaran Multi-Tahun dan Komitmen Masa Depan 
Program dan aset sering melampaui satu tahun, sedangkan anggaran tahunan mendorong fragmentasi. Multi-

year framework memberi visibilitas biaya, milestone, serta kewajiban. 

Komitmen masa depan seperti kontrak, PPP, pensiun, lease, cloud, dan penugasan perlu dicatat. Harga awal 

murah dapat menciptakan biaya langganan tinggi. 
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Medium-term expenditure ceiling membantu K/L merencanakan dan memilih. Namun ceiling harus kredibel; 

perubahan terus-menerus mengurangi. 

Carry-over dan multi-year contract perlu kontrol, tetapi dapat mengurangi rush spending. Otorisasi parlemen 

tetap dijaga melalui transparansi komitmen. 

Long-term fiscal projection menilai apakah kebijakan hari ini dapat dipertahankan. Efisiensi tidak boleh 

hanya melihat cash tahun berjalan. 

G. Kualitas Perencanaan dan Readiness 

Sebagian masalah penyerapan berasal dari perencanaan yang terlambat, data kebutuhan tidak akurat, lahan 

belum tersedia, izin belum selesai, atau desain berubah. Mempercepat pembayaran tanpa readiness 

meningkatkan risiko. 

Project pipeline memungkinkan proyek matang menunggu pendanaan, bukan pendanaan menunggu proyek. 

Feasibility dan design diselesaikan sebelum anggaran konstruksi. 

Procurement plan, cash plan, dan human resource plan harus terhubung. Dokumen terpisah menciptakan 

inkonsistensi. 

Readiness criteria perlu proporsional. Program sosial darurat tidak dapat menunggu proses panjang, tetapi 

proyek besar membutuhkan gate ketat. 

Unit yang belum siap dapat menerima anggaran persiapan, bukan pagu penuh. Ini mencegah parkir anggaran 

dan penghematan semu akibat tidak terserap. 

H. Kualitas Data dan Interoperabilitas 

Data belanja sering tersimpan menurut sistem dan klasifikasi yang berbeda. Sulit menghubungkan program, 

kontrak, lokasi, penerima, aset, dan outcome. Fragmentasi data menghambat evaluasi. 

Single data standard, unique identifiers, dan metadata memungkinkan analisis. Interoperabilitas lebih penting 

daripada membuat portal baru. 

Data administrasi perlu quality assurance dan perlindungan privasi. Angka yang cepat tetapi salah dapat 

mengarahkan pemotongan yang tidak tepat. 

Open data memberi ruang kepada akademisi, media, dan masyarakat untuk menemukan pola. Namun 

keterbukaan harus disertai penjelasan klasifikasi serta perubahan. 

Investasi data sering dianggap overhead. Padahal tanpa data, pemerintah tidak dapat mengetahui saving, 

duplication, atau impact. Memotong data adalah penghematan semu. 

I. Pengadaan Berkelanjutan dan Strategis 
Pengadaan strategis menggunakan daya beli negara untuk mendorong inovasi, lingkungan, UMKM, dan 

standard. Tujuan tambahan dapat meningkatkan value, tetapi juga menambah kompleksitas. 

Green procurement menilai energi, emisi, durability, dan disposal. Harga awal lebih tinggi dapat 

menghasilkan lifecycle saving. 

Social procurement dapat membuka peluang bagi usaha kecil dan kelompok tertentu. Namun kuota tanpa 

capacity support dapat menghasilkan perantara. 

Innovation procurement membeli solusi, bukan spesifikasi lama. Risiko dikelola melalui tahap dan pilot. 
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Strategic procurement perlu indikator agar tujuan tidak menjadi alasan penunjukan. Kompetisi dan 

transparency tetap utama. 

J. Efisiensi dalam Pendidikan Tinggi dan Riset 
Belanja riset memiliki ketidakpastian; sebagian proyek tidak menghasilkan temuan. Mengukur hanya output 

publikasi atau paten dapat mendorong perilaku sempit. 

Efisiensi riset perlu portfolio approach: base funding, competitive grants, infrastructure, dan mission 

research. Duplikasi alat mahal dapat dikurangi melalui shared facility. 

Pemotongan grant kecil dapat menghemat sedikit tetapi menghancurkan pipeline peneliti muda. Distribusi 

serta capability perlu dinilai. 

Universitas juga memiliki biaya administrasi. Digitalisasi serta harmonisasi pelaporan dapat mengurangi 

beban, sehingga dosen fokus pada tridharma. 

Pengetahuan memiliki spillover jangka panjang. Discount rate tinggi membuat riset terlihat tidak efisien, 

padahal ia membangun opsi masa depan. 

K. Efisiensi dalam Pertahanan dan Keamanan 
Belanja pertahanan sulit dinilai karena outcome berupa ancaman yang dicegah. Kerahasiaan diperlukan, 

tetapi tidak boleh menghapus appraisal, audit, dan lifecycle cost. 

Pembelian alat tanpa maintenance, ammunition, training, dan interoperability menghasilkan aset simbolik. 

Readiness lebih penting dari jumlah platform. 

Local content dan industri pertahanan dapat meningkatkan kemandirian, tetapi biaya tambahan harus 

dibandingkan manfaat teknologi dan keamanan. 

Classified oversight oleh lembaga berwenang dapat menjaga accountability. Procurement exceptional tetap 

memiliki record dan conflict controls. 

Efisiensi keamanan juga mencakup koordinasi antarlembaga, intelligence sharing, dan pencegahan; bukan 

hanya peralatan. 

L. Efisiensi dalam Perlindungan Sosial 
Fragmentasi program menyebabkan penerima berulang, gap, dan biaya administrasi. Integrasi data, 

pembayaran, dan case management dapat meningkatkan. 

Targeting sempit mengurangi biaya tetapi rentan error. Universal component dan self-registration dapat 

memperbaiki. 

Benefit yang terlalu kecil mungkin tidak mengubah outcome, sehingga secara nominal murah tetapi tidak 

efektif. Adequacy adalah bagian kualitas. 

Cliff effect terjadi ketika sedikit kenaikan pendapatan menghilangkan seluruh manfaat. Tapering dapat 

meningkatkan insentif. 

Efisiensi administrasi tidak boleh mengurangi martabat dan akses. Proses yang rumit memindahkan biaya 

kepada warga. 
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M. Efisiensi dan Gender Budgeting 

Belanja tampak netral tetapi dampaknya berbeda menurut gender karena pola kerja, care, akses, dan 

keamanan. Pemotongan transportasi, kesehatan reproduksi, atau layanan care dapat membebani perempuan. 

Gender-responsive budgeting menganalisis kebutuhan dan outcome, bukan membuat pos terpisah saja. Data 

terpilah menjadi syarat. 

Investasi childcare dapat meningkatkan partisipasi kerja dan penerimaan pajak. Bila dinilai hanya sebagai 

biaya sosial, manfaat ekonomi hilang. 

Efisiensi perlu menghitung unpaid care yang berpindah ke rumah tangga. Cost shifting semacam ini sering 

tidak terlihat. 

Partisipasi kelompok terdampak membantu menemukan biaya tersembunyi. 

N. Efisiensi dan Lingkungan 
Belanja yang mengabaikan lingkungan dapat murah pada awal tetapi menimbulkan polusi, penyakit, 

bencana, dan rehabilitasi. Externality harus dimasukkan. 

Environmental impact assessment bukan formalitas; ia bagian lifecycle cost. Pilihan lokasi dan teknologi 

memengaruhi. 

Natural capital accounting membantu menilai kerusakan aset alam. PDB dan anggaran kas tidak mencatat 

seluruh kehilangan. 

Climate-resilient infrastructure dapat lebih mahal tetapi mengurangi kerusakan. Discount rate dan scenario 

perlu sesuai. 

Subsidi yang mendorong degradasi adalah pemborosan ganda: biaya fiskal dan ekologis. 

O. Efisiensi dan Integritas 
Korupsi jelas mengurangi value, tetapi integritas lebih luas dari suap. Conflict, collusion, specification bias, 

dan revolving door dapat memengaruhi. 

Kontrol berlebihan juga menimbulkan biaya, kelambatan, dan fear. Risk-based control lebih baik daripada 

semua transaksi diperlakukan sama. 

Audit internal perlu terlibat pada desain dan risiko tanpa menjadi operator. Audit eksternal menilai kepatuhan 

serta kinerja. 

Whistleblower protection serta data analytics memperkuat deteksi. Penindakan cepat memberi deterrence. 

Integritas dan efisiensi saling menguatkan; proses transparan meningkatkan kompetisi dan kepercayaan. 

Skenario Kualitas Belanja Indonesia 2035 

Skenario 1: Negara Hemat tetapi Rapuh 
Belanja administratif dipotong, pemeliharaan dan kapasitas melemah, serta kewajiban tersembunyi 

meningkat. Defisit tampak terkendali tetapi layanan sering terganggu. 
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Skenario 2: Negara Boros Berbasis Proyek 

Belanja dan proyek meningkat, penyerapan tinggi, tetapi appraisal, outcome, dan aset lemah. Pertumbuhan 

jangka pendek tidak diikuti produktivitas. 

Skenario 3: Negara Terkunci oleh Kewajiban 
Mandatory spending, subsidi, bunga, pensiun, dan komitmen proyek menyempitkan ruang. Efisiensi 

dilakukan berulang pada pos kecil tanpa reformasi besar. 

Skenario 4: Negara Teknokratis tetapi Tidak Inklusif 
Spending review dan digitalisasi berhasil menurunkan biaya, tetapi equity dan partisipasi kurang. Wilayah 

mahal serta kelompok rentan kehilangan akses. 

Skenario 5: Negara Cerdas dan Adaptif 
Program memiliki outcome, review, lifecycle cost, dan data. Saving direalokasikan, aset dipelihara, daerah 

didukung, dan publik dapat memeriksa. 

Dua Puluh Pertanyaan bagi Pengambil Keputusan 
1. Masalah apa yang diselesaikan dan apa baseline-nya? 

2. Apakah program masih relevan? 

3. Apakah negara merupakan pelaksana terbaik? 

4. Apa yang terjadi tanpa program? 

5. Berapa biaya siklus hidup? 

6. Apa biaya kesempatan? 

7. Apakah program menduplikasi? 

8. Siapa penerima dan siapa menanggung? 

9. Apa dampaknya pada daerah? 

10. Apa dampaknya pada rumah tangga? 

11. Apakah pemeliharaan tersedia? 

12. Apakah kapasitas pelaksana memadai? 

13. Apakah ada alternatif regulasi? 

14. Apakah pengadaan kompetitif? 

15. Apakah ada risiko vendor lock-in? 

16. Bagaimana outcome diukur? 

17. Kapan evaluasi dilakukan? 

18. Apa kriteria scale-up? 

19. Apa kriteria penghentian? 
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20. Ke mana penghematan direalokasikan? 

Kesimpulan Akhir yang Diperluas 
Efisiensi anggaran adalah disiplin memilih dan mengelola, bukan ritual pemotongan. Ia menuntut 

pengetahuan tentang tujuan, proses, biaya, hasil, distribusi, dan masa depan. 

Penghematan semu mudah muncul karena akuntansi pemerintah fokus pada tahun berjalan. Biaya yang 

ditunda, dipindahkan, atau tidak dicatat dapat memberikan kesan keberhasilan. 

Negara perlu menggunakan perspektif biaya penuh dan whole-of-government. Jika satu kementerian hemat 

tetapi daerah, BUMN, vendor, atau keluarga membayar lebih, efisiensi belum terjadi. 

Spending review adalah alat penting karena menantang baseline dan membandingkan program. Namun 

review harus independen, transparan, serta terhubung keputusan. 

Pengadaan dan asset management merupakan arena saving terbesar yang berkelanjutan. Harga, mutu, energi, 

maintenance, dan disposal perlu dinilai bersama. 

Pemeliharaan merupakan tes kedewasaan fiskal. Negara yang hanya membangun dan tidak memelihara 

menciptakan ilusi investasi. 

Pengukuran outcome harus diperbaiki, tetapi tidak semua hasil dapat diringkas dalam angka. Judgment, 

evaluasi kualitatif, dan suara warga tetap diperlukan. 

Efisiensi perlu adil. Biaya tinggi karena geografi, disabilitas, atau keterpencilan bukan pemborosan. Negara 

memiliki kewajiban menjamin standar. 

Ketahanan memiliki nilai. Buffer serta redundancy yang tepat melindungi pelayanan. Pemotongan ekstrem 

dapat mengubah shock kecil menjadi krisis. 

Kapasitas manusia dan data adalah modal manajemen publik. Memotong keduanya mengurangi kemampuan 

menemukan efisiensi berikutnya. 

APBN yang berkualitas berani mengatakan tidak kepada program lemah dan berani membiayai program 

penting secara memadai. Underfunding juga bentuk pemborosan. 

Indonesia perlu mengubah budaya dari compliance dan absorption menuju stewardship dan learning. 

Pimpinan tidak hanya mempertanggungjawabkan uang, tetapi nilai publik. 

Efisiensi sejati dapat meningkatkan kepercayaan karena warga melihat pajak menjadi layanan. Penghematan 

semu merusak kontrak sosial. 

Pada akhirnya, pertanyaan utama bukan berapa triliun yang dipotong, melainkan apakah Indonesia menjadi 

lebih sehat, terdidik, produktif, aman, adil, dan tahan setelah anggaran dijalankan. 

Belanja negara yang baik bukan belanja paling murah, melainkan belanja yang menghasilkan manfaat 

terbesar dengan biaya penuh yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Lampiran Strategis: Arsitektur Reformasi Belanja Negara 

1. Rancangan Inventaris Program Nasional 

Inventaris program nasional perlu menjadi sumber tunggal untuk mengetahui apa yang dibiayai negara. 

Setiap entri memuat tujuan, dasar hukum, unit pelaksana, penerima, lokasi, biaya, output, outcome, indikator, 

evaluasi, kontrak, dan aset. Tanpa inventaris, duplikasi serta program yatim sulit ditemukan. 

Program perlu memiliki identitas yang konsisten lintas perencanaan, penganggaran, pengadaan, pembayaran, 

dan pelaporan. Perubahan nama tidak boleh menghapus sejarah kinerja. Unique program identifier 

memungkinkan analisis longitudinal. 

Inventaris harus membedakan program, kegiatan, proyek, dan layanan. Terlalu banyak level menghasilkan 

kompleksitas. Fokusnya adalah unit keputusan yang dapat dilanjutkan, diperbesar, didesain ulang, atau 

dihentikan. 

Data inventaris dapat dibuka dalam versi publik dengan perlindungan informasi sensitif. Warga dapat melihat 

tujuan serta hasil, sementara analis dapat menghubungkan dengan lokasi dan kontrak. 

Pemeliharaan inventaris memerlukan ownership serta quality assurance. Ia bukan sensus sekali, tetapi sistem 

hidup yang diperbarui setiap perubahan anggaran. 

2. Rancangan Spending Review Tahunan 

Setiap tahun pemerintah memilih tema berdasarkan nilai anggaran, pertumbuhan cepat, risiko, duplikasi, atau 

outcome lemah. Review dapat mencakup subsidi, perjalanan, IT, aset, kesehatan, atau fungsi lintas K/L. 

Tim review terdiri dari pengelola fiskal, perencana, unit sektor, evaluator, procurement, data, dan pihak 

independen. Unit program memiliki hak memberi bukti, tetapi keputusan tidak dikendalikan sendiri. 

Pertanyaan review meliputi relevansi, additionality, desain, unit cost, delivery model, distribution, risk, dan 

alternatives. Saving dibedakan menjadi cashable, non-cashable, one-off, dan recurring. 

Hasil review memiliki opsi: mempertahankan, memperbesar, menargetkan ulang, mengintegrasikan, 

mengubah delivery, atau menghentikan. Setiap opsi memiliki implementation plan. 

Parlemen menerima ringkasan metodologi dan rekomendasi. Transparansi meningkatkan legitimasi, tetapi 

informasi komersial dapat dilindungi. 

3. Rancangan Sistem Benefits Realization 
Program baru sering menjanjikan manfaat, tetapi setelah anggaran disetujui perhatian berpindah ke 

pelaksanaan. Benefits realization memastikan janji dilacak hingga outcome. 

Setiap program memiliki benefit owner yang berbeda dari project manager bila perlu. Project manager 

menyelesaikan output; benefit owner memastikan perubahan layanan dan perilaku. 

Benefit profile memuat baseline, target, waktu, penerima, dependency, dan disbenefit. Tidak semua manfaat 

terjadi segera; trajectory perlu realistis. 

Finance memverifikasi saving dan manfaat finansial agar tidak double counting. Fungsi layanan 

memverifikasi manfaat nonfinansial. 

Post-implementation review dilakukan setelah waktu cukup. Aset atau sistem yang selesai tetapi tidak 

menghasilkan benefit memicu koreksi. 
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4. Rancangan Lifecycle Asset Budgeting 

Setiap usulan aset memuat acquisition cost, financing, land, operation, staffing, maintenance, energy, 

upgrade, insurance, dan disposal. Keputusan menggunakan present value serta scenario. 

Asset register diperbarui dengan condition, utilization, location, owner, dan maintenance plan. Aset tidak 

digunakan dapat dialihkan atau dihapus. 

Maintenance funding ditentukan berdasarkan condition dan criticality, bukan persentase arbitrary. Critical 

infrastructure mendapat prioritas. 

Capital budget dan operating budget harus dibahas bersama. Tidak boleh ada pembangunan tanpa komitmen 

operasi yang realistis. 

Asset performance dilaporkan melalui availability, downtime, capacity utilization, dan service contribution. 

Nilai buku saja tidak cukup. 

5. Rancangan Pengadaan Berbasis Nilai 
Procurement planning dimulai dari kebutuhan dan outcome. Tim menilai apakah membeli, menyewa, 

berbagi, atau menggunakan aset yang ada. Demand challenge menghindari pembelian otomatis. 

Evaluation menggunakan total cost of ownership, quality, delivery, risk, sustainability, dan supplier 

resilience. Bobot disesuaikan konteks dan dipublikasikan. 

Open contracting menyediakan data planning, tender, award, contract, change, payment, dan performance. 

Beneficial ownership membantu mendeteksi conflict. 

Supplier performance menjadi data masa depan, tetapi mekanisme banding menjaga fairness. Vendor baru 

diberi kesempatan melalui lot, qualification support, dan innovation challenge. 

Contract management memiliki owner, milestone, service level, change control, dan exit. Saving tender dapat 

hilang melalui perubahan kontrak jika pengawasan lemah. 

6. Rancangan Pengukuran Outcome 
Outcome dipilih yang paling dekat dengan tujuan dan dapat dipengaruhi program. Terlalu banyak indikator 

mengaburkan perhatian. Satu program dapat memiliki beberapa outcome, tetapi hierarki perlu jelas. 

Baseline harus tersedia sebelum target. Target tanpa baseline menjadi angka politik. Data terpilah 

menunjukkan distribution. 

Contribution analysis digunakan ketika banyak faktor memengaruhi. Program tidak harus mengklaim seluruh 

perubahan, tetapi menjelaskan mekanisme. 

Qualitative evidence, user experience, dan case review melengkapi angka. Outcome penting seperti trust, 

safety, dan dignity tidak selalu mudah diukur. 

Indikator ditinjau untuk mengurangi gaming. Ketika ukuran menjadi target, behavior dapat menyimpang; 

audit kualitas diperlukan. 

7. Rancangan Penguatan Kapasitas DPR 
DPR memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, tetapi menghadapi volume dokumen, waktu, dan informasi 

asimetris. Dukungan analisis nonpartisan dapat memperkuat. 
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Budget office dapat menyediakan baseline, costing proposal, fiscal risk, distribution, dan program evaluation. 

Ia tidak menentukan pilihan politik, tetapi meningkatkan bukti. 

Pembahasan perlu memberi waktu bagi komisi dan publik. Perubahan besar pada akhir proses mengurangi 

scrutiny. 

Voting, amendment, dan alasan dapat dipublikasikan. Transparansi tidak menghapus negosiasi, tetapi 

memberi jejak. 

Pengawasan tidak berhenti saat APBN disahkan. Hearing pelaksanaan, audit, dan benefit perlu terjadwal. 

8. Rancangan Dukungan bagi Pemerintah Daerah 

Daerah memiliki kapasitas, geografi, dan biaya berbeda. Standard nasional perlu disertai equalization dan 

technical assistance. Pemotongan seragam memperbesar ketimpangan. 

Dashboard daerah menghubungkan transfer, PAD, belanja, output, outcome, dan cost driver. Benchmark 

menggunakan peer group, bukan seluruh daerah. 

Shared services dapat digunakan untuk procurement, IT, laboratorium, dan technical expertise. Kerja sama 

antardaerah mengurangi skala kecil. 

Capacity grant dapat mendanai data, planning, dan SDM, bukan hanya proyek. Hasilnya dievaluasi melalui 

capability. 

Provinsi dapat menjadi intermediary untuk koordinasi, standard, dan support, tetapi accountability 

kabupaten/kota tetap. 

9. Rancangan Pelaporan Penghematan 
Setiap klaim penghematan perlu menyebut baseline, tindakan, nominal, periode, sifat one-off atau recurring, 

biaya implementasi, dampak layanan, dan tujuan realokasi. 

Penghematan dari penundaan tidak boleh disebut saving kecuali kewajiban dihapus secara sah. 

Underspending karena keterlambatan dipisahkan. 

Saving procurement diverifikasi terhadap volume serta kualitas. Harga turun karena spesifikasi turun bukan 

saving murni. 

Realokasi dilacak sampai program penerima dan outcome. Ruang fiskal yang tidak digunakan atau 

menambah saldo memiliki fungsi berbeda. 

Laporan publik dapat membangun trust dan mencegah angka penghematan menjadi propaganda. 

10. Rancangan Etika Efisiensi 
Keputusan efisiensi memiliki dimensi moral karena menentukan siapa kehilangan layanan, pekerjaan, atau 

akses. Analisis etika perlu menjadi bagian impact assessment. 

Prinsip pertama adalah non-maleficence: hindari kerusakan yang dapat diprediksi. Prinsip kedua fairness: 

beban tidak ditumpukan kepada kelompok lemah. 

Prinsip ketiga transparency: alasan dan trade-off diketahui. Prinsip keempat remedy: warga dapat mengadu 

dan keputusan dapat dikoreksi. 

Prinsip kelima stewardship: pengelola memperlakukan sumber publik sebagai amanah jangka panjang, bukan 

target jangka pendek. 
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Etika tidak mengganti analisis ekonomi, tetapi menetapkan batas dan nilai yang tidak dapat direduksi menjadi 

rupiah. 

Dua Belas Mitos tentang Efisiensi Anggaran 

Mitos 1: Anggaran yang lebih kecil pasti lebih efisien 

Efisiensi bergantung hasil. Anggaran kecil yang tidak memenuhi standar dapat lebih boros karena masalah 

membesar. 

Mitos 2: Penyerapan 100 persen berarti berhasil 

Penyerapan hanya menunjukkan pagu digunakan. Outcome, mutu, dan waktu harus diperiksa. 

Mitos 3: Harga termurah adalah pembelian terbaik 
Harga awal mengabaikan kualitas, pemeliharaan, energi, downtime, dan disposal. 

Mitos 4: Semua perjalanan dinas adalah pemborosan 

Sebagian perjalanan dapat diganti daring, tetapi inspeksi, pelayanan lapangan, diplomasi, dan pembelajaran 

memerlukan kehadiran. 

Mitos 5: Digitalisasi selalu menghemat 

Aplikasi duplikatif, lisensi, vendor lock-in, dan perubahan proses yang gagal dapat meningkatkan biaya. 

Mitos 6: Pemeliharaan dapat ditunda 
Penundaan mempercepat kerusakan dan menambah biaya rehabilitasi serta gangguan. 

Mitos 7: Outsourcing selalu lebih murah 

Harga kontrak, margin, turnover, knowledge loss, dan kontrol perlu dihitung. 

Mitos 8: Targeting selalu lebih efisien daripada universal 

Targeting dapat menghemat pagu tetapi menghasilkan error, stigma, dan biaya administrasi. 

Mitos 9: Belanja modal selalu produktif 
Aset tanpa demand, operasi, atau maintenance adalah pemborosan. 

Mitos 10: Program lama pasti tidak efisien 

Layanan dasar lama dapat sangat bernilai; yang diperlukan adalah review, bukan prasangka. 

Mitos 11: Cadangan adalah uang menganggur 
Buffer mempunyai nilai dalam bencana, krisis, dan gangguan pasokan. 

Mitos 12: Efisiensi adalah tugas Kementerian Keuangan saja 
Kualitas belanja ditentukan perencana, K/L, daerah, DPR, procurement, auditor, vendor, dan warga. 
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Refleksi Penutup Tambahan 
Efisiensi adalah konsep relasional: sumber daya dibandingkan dengan hasil. Tanpa informasi tentang hasil, 

angka penghematan tidak mempunyai makna yang lengkap. 

Penghematan semu dapat bertahan karena biaya tersembunyi tidak muncul pada laporan tahun yang sama. 

Kewajiban sosial, ekologis, dan aset perlu masuk pengambilan keputusan. 

Belanja publik yang baik memerlukan keberanian politik. Menghentikan program yang memiliki pendukung 

kuat lebih sulit daripada memotong perjalanan atau alat tulis. 

Reformasi perlu melindungi fungsi yang memungkinkan negara belajar: data, audit, evaluasi, pelatihan, dan 

riset. Mereka sering kecil tetapi menentukan. 

Efisiensi juga memerlukan desain organisasi. Jika proses, kewenangan, dan insentif tidak berubah, 

pemotongan hanya meningkatkan beban pada pegawai dan pengguna. 

Teknologi menawarkan peluang melalui otomatisasi, analitik, dan shared platform, tetapi manfaat datang 

setelah standardisasi proses serta data. 

Pembelian negara memiliki kekuatan besar untuk membentuk pasar. Pengadaan strategis dapat menghasilkan 

inovasi dan keberlanjutan, tetapi tetap perlu kompetisi. 

Daerah harus menjadi mitra, bukan residual pemotongan. Kualitas layanan nasional bergantung kapasitas 

lokal dan biaya geografis. 

Parlemen, auditor, media, kampus, dan warga membantu menguji klaim efisiensi. Keterbukaan memperkaya 

keputusan, bukan sekadar mencari kesalahan. 

Indonesia membutuhkan bahasa baru dalam diskusi fiskal: bukan hanya belanja naik atau turun, tetapi value, 

outcome, equity, resilience, dan future cost. 

APBN adalah kontrak publik. Penghematan yang tidak dapat dijelaskan kepada warga yang kehilangan 

layanan belum memenuhi standar demokratis. 

Negara yang benar-benar efisien mampu menjaga layanan utama ketika sumber terbatas, mengalihkan dana 

dari yang lemah ke yang kuat, dan memperbaiki diri dari bukti. 

Efisiensi tidak bertentangan dengan negara yang aktif. Negara aktif dapat efisien bila memilih fungsi dengan 

jelas dan mengelolanya profesional. 

Sebaliknya, negara kecil dapat tidak efisien jika masalah dibiarkan dan biaya dipindahkan kepada keluarga, 

pasar, serta masa depan. 

Pertanyaan akhir setiap keputusan harus sederhana: apakah pemotongan ini mengurangi pemborosan, atau 

hanya memindahkan masalah? Jawaban jujur terhadap pertanyaan tersebut adalah awal kualitas belanja. 

Pendalaman Sektoral dan Kelembagaan Tambahan 

A. Efisiensi Belanja Pangan 

Belanja pangan mencakup subsidi input, cadangan, logistik, irigasi, riset, penyuluhan, dan bantuan. Fokus 

pada harga jangka pendek dapat mengorbankan produktivitas serta diversifikasi. Efisiensi perlu menilai 

stabilitas, gizi, pendapatan petani, dan biaya fiskal. 
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Cadangan pangan memiliki biaya penyimpanan dan susut, tetapi memberi perlindungan saat gangguan. 

Tingkat stok perlu berbasis risiko, bukan target politis. 

Subsidi pupuk dapat membantu petani tetapi mengalami salah sasaran dan distorsi. Reformasi harus 

memperbaiki data, delivery, serta alternatif, bukan hanya memangkas kuota. 

Investasi irigasi tanpa operasi dan maintenance menghasilkan penurunan manfaat. Partisipasi pengguna serta 

biaya siklus hidup perlu. 

Pengadaan pangan pemerintah harus menjaga competition, kualitas, dan waktu. Pembelian terlambat dapat 

menaikkan harga dan menurunkan efektivitas. 

B. Efisiensi Belanja Energi 
Belanja energi mencakup subsidi, kompensasi, jaringan, energi terbarukan, dan ketahanan. Harga murah bagi 

konsumen dapat menimbulkan biaya fiskal serta konsumsi berlebihan. 

Reformasi subsidi perlu melindungi rumah tangga dan transportasi. Bantuan tertarget, tarif bertingkat, dan 

efisiensi energi dapat mengurangi biaya secara adil. 

Penundaan pembayaran kompensasi kepada BUMN bukan saving. Ia memindahkan pembiayaan dan 

meningkatkan utang. 

Investasi jaringan dan storage mungkin mahal tetapi diperlukan untuk integrasi energi terbarukan. Menilai 

proyek secara terpisah dapat menghasilkan underinvestment. 

Efisiensi energi pada gedung, industri, dan transportasi dapat memberi saving berulang, tetapi memerlukan 

investasi awal dan measurement. 

C. Efisiensi Belanja Air dan Sanitasi 
Air dan sanitasi memiliki manfaat kesehatan, pendidikan, dan produktivitas yang sering tidak masuk 

anggaran sektor. Analisis lintas sektor menunjukkan additionality tinggi. 

Infrastruktur tanpa operator, tarif, dan maintenance tidak berkelanjutan. Community system memerlukan 

dukungan teknis setelah proyek selesai. 

Tarif terlalu rendah dapat mengurangi pemeliharaan; tarif terlalu tinggi mengurangi akses. Subsidi tertarget 

dan cross-subsidy menjadi pilihan. 

Leakage jaringan merupakan pemborosan fisik dan finansial. Investasi mengurangi non-revenue water dapat 

lebih efisien daripada menambah sumber baru. 

Sanitasi perlu sistem rantai penuh dari toilet hingga pengolahan. Membiayai satu bagian saja menghasilkan 

outcome rendah. 

D. Efisiensi Belanja Transportasi 

Transportasi publik menghasilkan manfaat waktu, polusi, keselamatan, dan akses. Farebox recovery bukan 

satu-satunya ukuran efisiensi karena externality positif. 

Jalan baru dapat mengurangi kemacetan sementara tetapi mendorong induced demand. Alternatif 

transportasi, tata ruang, dan demand management perlu dibandingkan. 

Subsidi layanan dapat dibenarkan bagi rute sosial, tetapi kontrak memiliki service standard dan performance. 

Pemeliharaan jalan biasanya memiliki return tinggi. Menunda perawatan rutin memperbesar rehabilitasi. 
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Integrasi tiket, jadwal, dan feeder meningkatkan penggunaan tanpa proyek besar. Efisiensi sering berasal dari 

koordinasi. 

E. Efisiensi Belanja Perumahan 
Subsidi kepemilikan rumah dapat membantu kelas tertentu tetapi mendorong harga tanah dan sprawl. Rental, 

upgrading, dan serviced land merupakan alternatif. 

Lokasi rumah menentukan akses kerja serta transportasi. Unit murah yang jauh dapat mahal bagi keluarga 

dan negara. 

Quality standard penting agar rumah tidak cepat rusak. Pengawasan konstruksi dan warranty perlu. 

Land value capture dapat membiayai infrastruktur, tetapi governance serta fairness dibutuhkan. 

Program perumahan perlu menilai occupancy dan beneficiary, bukan jumlah unit saja. 

F. Efisiensi Belanja Lingkungan 

Belanja lingkungan sering kecil dibanding biaya kerusakan. Pencegahan pencemaran, konservasi, dan 

pengawasan dapat menghasilkan saving kesehatan serta bencana. 

Penanaman pohon tanpa survival monitoring adalah output semu. Outcome berupa tutupan, biodiversitas, 

air, dan mata pencaharian. 

Restorasi ekosistem memerlukan waktu panjang. Target tahunan harus sesuai proses ekologis. 

Polluter pays mengurangi beban fiskal, tetapi enforcement perlu kapasitas. Denda tanpa pemulihan tidak 

cukup. 

Pembiayaan berbasis hasil dapat membantu, namun baseline dan additionality harus kuat. 

G. Efisiensi Belanja Penanggulangan Bencana 
Belanja pencegahan sering kalah dengan respons karena manfaat tidak terlihat. Namun investasi early 

warning, bangunan tahan, dan tata ruang mengurangi kerugian. 

Dana kontinjensi perlu cukup dan cepat dicairkan. Prosedur darurat tetap memiliki audit ex-post. 

Pemulihan harus build back better, bukan mengembalikan kerentanan. Biaya awal dapat lebih tinggi tetapi 

menurunkan risiko. 

Data risiko dan registri aset membantu prioritas. Daerah rawan memerlukan dukungan lebih besar. 

Latihan dan stok darurat tampak tidak produktif saat normal, tetapi bernilai saat krisis. 

H. Efisiensi Belanja Hukum dan Peradilan 
Belanja hukum menghasilkan kepastian, hak, dan kepercayaan. Mengukur perkara selesai saja dapat 

mendorong penyelesaian cepat tanpa kualitas. 

Digital court mengurangi biaya, tetapi akses bagi kelompok tanpa teknologi perlu dijaga. 

Legal aid memperluas keadilan dan dapat mencegah konflik serta biaya sosial. Pemotongan dapat 

memperbesar ketimpangan. 

Backlog perkara memerlukan process redesign, mediation, dan staffing, bukan hanya target. 

Independensi memiliki biaya yang harus dilindungi. Efisiensi tidak boleh menjadi kontrol politik. 



Efisiensi Anggaran atau Penghematan Semu? Menilai Kualitas Belanja Negara 
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia) 

 
 

 

Halaman 52 

I. Efisiensi Belanja Diplomasi 

Diplomasi menghasilkan manfaat perdagangan, keamanan, perlindungan warga, dan reputasi yang sulit 

diukur. Pemotongan perjalanan serta perwakilan perlu membedakan fungsi. 

Teknologi dapat mengganti sebagian pertemuan, tetapi negosiasi sensitif membutuhkan hubungan langsung. 

Konsolidasi kantor dapat hemat tetapi mengurangi akses warga dan intelligence. Analisis beban serta lokasi 

perlu. 

Outcome dapat diukur melalui layanan konsuler, perjanjian, investasi, dan penyelesaian masalah, dengan 

kehati-hatian atribusi. 

Diplomasi ekonomi perlu koordinasi antarlembaga agar tidak duplikatif. 

J. Efisiensi Belanja Kebudayaan 

Kebudayaan memiliki nilai identitas, pendidikan, kohesi, dan ekonomi. Menilai hanya tiket atau revenue 

mengabaikan public value. 

Event besar dapat menghabiskan anggaran tanpa capacity lokal. Pendanaan komunitas, arsip, pendidikan, 

dan pemeliharaan perlu seimbang. 

Digitalisasi warisan meningkatkan akses tetapi memerlukan preservation serta rights. 

Grant berbasis kompetisi dapat meningkatkan mutu, namun kelompok lokal memerlukan akses dan 

dukungan. 

Indikator mencakup partisipasi, keberagaman, pelestarian, dan manfaat lokal. 

K. Efisiensi Belanja Olahraga 

Belanja olahraga mencakup kesehatan publik, prestasi, fasilitas, dan event. Stadion mahal tanpa penggunaan 

rutin adalah penghematan semu dalam bentuk aset. 

Fasilitas komunitas kecil dapat memberi manfaat luas. Portfolio perlu membedakan elite sport dan mass 

participation. 

Event internasional memiliki klaim ekonomi yang sering optimistis. Appraisal perlu menghitung opportunity 

cost serta legacy. 

Program sekolah dapat meningkatkan kesehatan dan disiplin dengan biaya relatif rendah. 

Maintenance dan akses publik menjadi ukuran keberhasilan aset. 

L. Efisiensi Belanja Kependudukan dan Administrasi 

Identitas dan registrasi merupakan infrastruktur layanan. Data akurat mengurangi fraud, duplikasi, dan biaya 

transaksi. 

Digitalisasi dapat menghemat tetapi privacy, cyber, dan exclusion perlu dikelola. Kanal offline tetap tersedia. 

Integrasi registri mengurangi pengumpulan berulang. Governance access serta purpose penting. 

Biaya kepada warga seperti perjalanan, antre, dan dokumen harus dihitung. Layanan murah bagi negara dapat 

mahal bagi masyarakat. 

Service standard dan user journey membantu redesign. 
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M. Efisiensi Belanja Komunikasi Pemerintah 

Komunikasi diperlukan untuk kebijakan, bencana, kesehatan, dan hak warga. Namun kampanye seremonial 

serta pencitraan rentan pemborosan. 

Tujuan, audience, channel, dan behavior change perlu jelas. Reach bukan outcome. 

Belanja iklan harus transparan dan tidak digunakan memengaruhi editorial. Procurement media perlu kriteria. 

Konten dapat digunakan ulang lintas instansi melalui shared production, tetapi local context tetap. 

Evaluasi menggunakan comprehension, trust, uptake, dan correction of misinformation. 

N. Efisiensi Belanja Pengawasan 

Pengawasan sering dipandang overhead. Padahal kontrol yang baik mencegah kehilangan jauh lebih besar. 

Namun terlalu banyak audit duplikatif membebani. 

Risk-based assurance memfokuskan area material. Reliance antarinspektorat dan auditor mengurangi 

pengulangan. 

Data analytics mempercepat deteksi, tetapi judgment serta due process tetap. 

Temuan perlu diikuti perbaikan sistem, bukan hanya pengembalian uang. Repeated finding menunjukkan 

learning gagal. 

Independensi, kompetensi, dan perlindungan auditor merupakan investasi. 

O. Efisiensi dalam Program Prioritas Besar 
Program besar memiliki perhatian politik dan sumber daya, tetapi juga risiko scale. Pilot, readiness, supply 

chain, dan data perlu diuji. 

Skala dapat menurunkan unit cost, tetapi juga meningkatkan complexity, fraud, dan quality variation. 

Tahapan regional memungkinkan belajar. 

Target peserta atau output besar tidak boleh menggantikan outcome. Quality assurance perlu disiapkan 

sebelum ekspansi. 

Koordinasi lintas K/L memerlukan lead, shared metric, dan dispute mechanism. Tanpa itu, anggaran tersebar 

dan accountability kabur. 

Program prioritas harus tunduk review yang sama, bahkan lebih ketat, karena opportunity cost besar. 

Sepuluh Prinsip Final Kualitas Belanja 
1. Ukur hasil, bukan hanya pengurangan dan penyerapan. 

2. Hitung biaya sepanjang siklus hidup dan seluruh pemerintah. 

3. Bandingkan program dengan alternatif serta tidak melakukan. 

4. Lindungi layanan dasar, kapasitas, pemeliharaan, dan ketahanan. 

5. Bedakan biaya tinggi karena kebutuhan dari pemborosan. 

6. Verifikasi saving dan lacak realokasinya. 

7. Gunakan data, evaluasi, dan suara pengguna. 
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8. Integrasikan perencanaan, pengadaan, aset, dan outcome. 

9. Berani menghentikan program lemah dengan transisi yang adil. 

10. Jelaskan trade-off secara terbuka kepada publik. 

Epilog: Menghemat dengan Akal Sehat dan Tanggung Jawab 
Penghematan memiliki tempat penting dalam pengelolaan negara. Setiap rupiah berasal dari pajak, sumber 

daya, atau utang yang harus dipertanggungjawabkan. Pemborosan tidak dapat dibenarkan dengan alasan 

program penting. 

Namun disiplin juga berarti tidak merusak aset, kapasitas, dan hak demi angka jangka pendek. Negara yang 

mengabaikan pemeliharaan atau pencegahan sedang meminjam dari masa depan tanpa mencatat utang. 

Efisiensi membutuhkan pengetahuan mendalam tentang pelayanan. Keputusan dari pusat tanpa memahami 

frontline dapat memotong unsur kritis yang tampak administratif. 

Manajer publik harus mampu menggabungkan data dan judgment. Model dapat menemukan pola, tetapi nilai 

dan konteks memerlukan deliberasi. 

Efisiensi yang baik memperkuat pegawai karena proses sederhana dan tujuan jelas. Efisiensi yang buruk 

hanya menambah beban serta ketakutan. 

Warga berhak mengetahui apa yang dipotong, mengapa, dampaknya, dan ke mana dana dialihkan. 

Transparansi adalah bagian value for money. 

Parlemen berhak menguji, auditor memeriksa, dan kampus memberikan bukti. Kualitas belanja adalah 

tanggung jawab demokratis bersama. 

Indonesia menghadapi kebutuhan besar dan ruang fiskal terbatas. Karena itu, pilihan yang cerdas lebih 

penting daripada slogan besar. 

Belanja lebih banyak tidak otomatis baik, dan belanja lebih sedikit tidak otomatis bijaksana. Yang 

menentukan adalah hubungan dengan manfaat serta biaya penuh. 

Efisiensi sejati meninggalkan negara lebih mampu setelah penghematan: layanan lebih tepat, proses lebih 

sederhana, aset lebih terjaga, data lebih baik, dan kepercayaan lebih kuat. 

Penghematan semu meninggalkan angka yang tampak baik tetapi masalah yang lebih besar. Pembeda 

keduanya adalah bukti, horizon waktu, dan keberanian mengakui biaya. 

Tujuan akhir reformasi belanja adalah menjadikan APBN instrumen yang mampu belajar. Program tidak 

hanya dilaksanakan, tetapi diuji dan diperbaiki. 

Dengan demikian, kualitas belanja negara merupakan kualitas kepemimpinan publik: kemampuan 

menggunakan keterbatasan secara adil, efektif, dan bertanggung jawab. 

Indonesia tidak kekurangan kebutuhan; Indonesia memerlukan kemampuan memilih. Efisiensi adalah seni 

memilih tanpa mengorbankan masa depan. 

Pertanyaan 'berapa yang dihemat?' harus selalu diikuti pertanyaan yang lebih penting: 'nilai publik apa yang 

tetap atau bertambah, dan siapa yang menanggung akibatnya?' 


